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BAR I

FENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan
manusia indanesia seutubnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia. Fembangunan vyang dilaksanakan dewasa ind
adalah pembangunan vyang multi dimensional dalam arti
pembangunan menyeluruh ke seluruh tanah air sampgi di
daerah pedesaan sehingga dengan demikian pada dasarnya
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
hahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional vang
dilaksanakan/berlcokasi di daerah pedesaan.

Diorientasikannya pembangunan di daerah pedesaan.
karena sebagian besar penduduk Indonesia (82.2%) bermukim
di daerah pedesaan dan uga potensi alam [ndonesia berada
di pedesaan, sehingga pembangunan desa/kelurahan benar-—
benar mampu memperkuat kedudukan bukan saja sebagi obyek
dalam pembangunan . akan tetapi merupakan subjek
pembangunan .

Ferhatian pemerintah terhadap pembangunan desa
=angat besar, sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) tabhun 1988 dari sektor
pembangunan desa adalah sehagai berikut :

"FPerhatian Yanag sebesar—besarnya pEr i
diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan,

terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya
gotong royong masyarakat desa serta memantaatkan
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sSecara maksimal dana yang langsung diperuntukkan
bagi pembangunan pedesaan seperti Inpres BRantuan
Dess HEn ssbagainyaty [THE MPE 1988 @ 72)-

Dengan demikian pembangunan desa merupakan letak
sentral dari pembangunan nasional. Semua jenis
pembangunan baik sektoral, program regional, maupun
program khusus atau Inpres, semuanya difokuskan ke daerah
pedesaan.

Kenyataan—kenyataan tersebut di atas, tidaklah
mengherankan, kalau pembangunan pedesaan sangat
diprioritaskan antara lain disebabkan karena :

"1, Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dari 13.677 pulau besar dan kecil yang
didalamnya tergabung 58.164 buah desa.

2. Sebahagian besar penduduk Indonesia yang jumlah-—
nya kurang 82,2 % terdiri dari masyarakat yang
mendiami wilayah pedesaan.

=. Untuk mengukur sampai dimana tingkat kemajuan
dan perkembangan yand telah dicapai oleh bangsa
Indonesia dalam pembangunan dan tentu tidak
dapat diukur dengan melihat wilayah—wilayah
tertentu saja yang lebih maju, tetapi yang lebih
utama harus diperhatikan ialah sebagian besar
dari wilayah serta penduduk terbanyak yaitu
yang berdiam di desa-desa.

4. Income nasional harus mencerminkan pembagian dan

pendapatan yang merata terhadap masyarakat
pedesaan. '

5. Desa merupakan dasar dan landasan pembangunan
bagi bangsa dan negaras, desa dengan potensinya
atau alam dan manusia merupakan faktor yang
dominan dalam pembangunan'. (Zainal Wali
Amrullah, 1975 : 3).

Jadi jelaslah bahwa pembangunan desa adalah

mencakup selurub masyarakat yang pada suatu negara yang
berhasrat membangun. Oleh karena itu dalam pembangunan
desa tidak hanya dilaksanakan oleh satu pihak tanpa

roordinasi kerja dan integral dengan semua pihak, baik




Femerintan maupun masyarakat, dari pusat sampai ke desa-

desa.

Ehususnva dalam pembangunan desa di Desa  Labessi,
berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis
terdorong  untuk mengadakan penelitian yang berjudul :
"FPELAKSANAAN FEMBANGUNAN DESA DI KELUARAHAN LABESSI
KECAMATAN MARIO-RIWAWDO KARUFPATEN DAERAH TINGKAT 5 45
SOPFENG) ", dengan alasan sebagai berikut :

i. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan
desa/kelurahan sudah menjadi bagian integral dan
merupakan titik sentral. Fembangunan desa/kelurahan
memungkinkan terwujudnya pemsrataan  pembangunan  dan
hasil-hasilnya.

2. Setiap suatu aktivitas mutlak dipengaruhi oleh
berbagai faktor, demikian pula bhalnya pelaksanaan
pembangunan di desa Labessi dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain 3 faktor terbatasnya dara ,
kurangnya tenaga ahli dan faktor tradisi yang negataf
dan faktor partisipasi masyarakat itu sendiri.

. Uzaha untuk lebih mengefektifkan pencapaian  tujuan

pembangunan Desaskelurahan Labessi  perlu mendapat

perhatian khusus antara lain melalui penelitian vyang
akan memberikan input dalam peningkatan berbagal aspek
vakni meningkatkan penggalian  sumber-—-sumber darns
pembangunan, memanfaatkan tenaga ahli  dan mengatasi

tradisi negatif masayrakat yang menghabat pelaksanaan
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pembangunan dapat lebih lancar.

4., Kendatipun secara administratif Kelurahan Labessi
telah berstatus Kelurahan, namun apabila dilihat
sistem sosial yang dianut masyarakat masih bercirikan
masyarakat pedesaan. Untuk itulah istilab pembangunan
pedesaan tidaklah merubah makna pelaksanaan
pembangunan di Kelurahan Labessi, dimana pembangunan
vang dilaksanakan adalah oleh dari dan untuk

masyarakat sendiri.

n

Fenulis sebagai Mahasiswa sering bepergian di daerah
ini sehingga  ingin mengetahui sekaligus memberikan
suatu wujud pengabdian di samping itu dapat lebih
mudah untuk memperaleh data sehubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti.
Pembatasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih efektifanya penelitian ini, penulis
membatasi orientasi permasalahan yang akan disoroti dalam
penelitian itu sendiri.

Dalam proses pembangunan Desa/kelurahan, terdapat
berbagai bentuk kegiatan meliputi perencanaan ,
pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjutnya, Namun
penelitian ini penulis pada aspek proses pelaksanaan
pembangunan. Di samping itu dalam penelitian ini penulis
hanya menyoroti khusus proses pelaksanaan pembangunan di

bidang fisik saja, meliputi aspek pembangunan di bidanag
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sarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana—

pemasaran dan prasarana sosial serta prasarana

pemerintahan desa. Jadi penelitian ini difokuskan pada
pelaksanaan pembangunan proyek—-proyek pedesaan saja

(yang dibiayai melalui Anggaran Fembangunan

Desa/kKelurahan bukan anggaran rutin).

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas,
maka dalam penelitian ini penulis akan menyoroti
beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Kelurahan
Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo Kabupaten Daerah
Tingkat II Soppeng 7

2. Apakah kendala-kendala yvang dihadapi dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut 7

Z. Apakah langkah-langkah vang dapat ditempuh untuk
mengatasi kendala-kendala, sehingga pelaksanaan

2

pembangunan dapat berjalan lebih efektif lagi
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Fenelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :
a. Untuk mengetabui pelaksanaan pembangunan di
Desa/kKelurahan Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala vyang dihadapi




dalam pelaksanaan pembangunan Desa/kKelurahan
Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Dati II
Soppeng.

c. Untuk mengetahui langkah—-langkah yang dapat

ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

Kegunaan Fenelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :

a. Diharapkan dapat memberikan buah pikiran kepada
Femerintah Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo
Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

b. Bagi Desa Labessi Kecamatan Marioc-Riwawo kKabupaten
Daerah Tingkat II Soppeng. dengan hasil penelitian
5 e 1 diharapkan dapat memberikan beberapa
alternatif vyang dapat ditempuh untuk mengatasi
faktor—-faktor penghambat yang dihadapi dalam

pembangunan Desa.

D. Metode Penelitian

: T

Jenis dan type penelitian

Jenis penelitian dalam proses penyusunan skripsi
ini adalah study kasus, dimana dengan jenis penelitian
st penulis berusaha mempertahankan keutuhan obiek
penelitian dan menjawab dengan tuntas dan mendalam
setiap idem—idem dalam rumusan masalah.

Sedangkan type penelitian ini adalah

Fow | = ]




"Deskriptif" vyang sebagai salah satu type penelitian
YaNg berusaha menggambarkaﬁ karakteristik-
karakteristik permasalaban vang disorcoti.

Fopulasi dan Sampel

Fopulazi penelitian meliputi seluruh unsur yang
ada di wilayah Kelurahan Labessi FKecamatan Mario—
Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. Fopulasi
adalah seluruh kepala keluarga sebanyak 599 kepala
keluarga.

Jumlah responden yang dipilih dari jumlah kepala
keluarga sebanyak S5 % wvakni 28 oranag, ditambah
zebanyak 322 orang dari berbagail unsur Dailk dari  unsur
pemerintah maupun organisasi daiam Deasa, Jjadi jumlahb
responden seluruhnya' &0 orang. Adapun responden

tersebut sebagai berikut :

- Unsur Femerintah Kecamatan Mario-Riwawo = I orang
- Unsur Femerintah Desa Labessi sebanyvak = 5 orang
- Pengurus Lembaga Ketahgnan Masyarakat
Desa (LKMD) = 14 orang
- Fengurus Lembagas/0rganisasi Desa = & orang
- Tokoh Masyarakat ) = 9 grang
- Masyarakat biasa = ZE arang
Jumlah = &0 arang
Jernizs Data
Jenis data vang dibutuhkan dalah penulisan

skhripsi ini terdiri :




a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini  merupakan
data baku yang masih perlu dianalisis lebih  lanjut
untuk menarik kesimpulan dalam setiap data. Jenis
data ini antara lain keadaan geografis dan
demografis, Jumlah target bembangunan Yanag
direncanakan dan realisasi pelaksanaannya termasuk
laporan-laporan pelaksanaan pembangunan. Untuk
mempercleh data tersebut penulis mengadakan
pencatatan data.

tb. Data Primer

Data primer adalabh merupakan data T yang
dianggap telah menjadi informasi s=ehingga mudah
urituk  manarik kesimpulan. Jeis data ini antars
lain: informasi vang langsung diterima dari hasil
Wawancara darm hasil pengamatan lang=sung o i

lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data s

Untuk efektifitas penelitian g dalam
pengumpulan data, penulis memilih beherapa teknik
pengumpulan data sebagai berikut
a. Observasi

Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data ind
penuiis mengadakan pengamatan langsung, yakni
meEngadakan pengamatan langsung di lapangan terutama

pada proyek-proyek pembangunan, baik Yang sedang

i L A
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dilaksanakan maupun vang selesai dilaksana-kan
antara lain : pembangunan Jalan, jembatan.
Interview

Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data
dalam study kasus, maka penulis mengadakan
wawancara langsung dan terbuka kepada 60 orang

responden vyang telah dipilih sebagal sampel dari

selurub populasi Yang terdiri dari ursur
pemerintah Kecamatan , ursue pemnarintah Desa
Labessi, Fengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa, dan pengurus Lembaga—lembaga desa dan tokoh
masyarakat sebagian masyarakat yang telah dipilih

pada pembahasan sub D.2..

9. Analisa Data

=i

Ewalitatif

Data kwantitatif yang diperoleh adalah
bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan
memberikan kategori sangat efektif, efektif, cukup
efektif, kurang efektif dan tidak efektif atau
dalam analisa lain digunakan istilah berfungsi,
kurang berfungsi, tida berfungsi.
Fwantitatif

Dalam menganalisa seluruh data vang diperoleh
penulis mEnganaliza dengan menggunakan metades
zederhana yanki metode perhitungan presentase.

Untuk menarik kesimpulan penulis meEngagunakan

e | e B e R -




kerangka berfikir deduktif dan induktif, yakni
seluruh  hasil wawancarsa dari idem—idem kategori

disiimpulkan berdasarkan presentase vyang dominan

dan terdapat beberapa persoalan khusus disimpulkan

secara keseluruhan dengan permasalaban.

E. Sistimatika Fembahasan

Untuk memberikan gambaran secara global tentang isi
skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab sebagai
bEfikut 2

Bab pertama adalah pendabuluan vang menguraikan
tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan
maz=alah, tujuan dan begunaan penelitian, metode
penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauwan pustaka dalam bab ini
penulis mengufaikan tentang pengertian desakelurahan,
pengertian pembangunan desa, tujuan dan SASBAr &N
pembangunan desa.

Bab ketiga adalah gambaran umuam lokasi  penelitian
dalam bab ini penuls menguraikan tentang letak geografis
dan demogratis, keadaan sarana dan  prasarana., struktur
organisasi.

Babh keempat adalah  pembahaszan Hasil penelitian,
dalam bab ini penulis meguraikan tentang pelaksanaan

pambanguinan . kendala—-kendala VAaNg mEnJadi Taktor

penghambat vyang terdiri dari terbatasnya dana, kurang
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'berfungsinya- lemhaga—lembaga desa,‘ kurangnya tenaga

terampil | Langkah ~langkah peEmecahan masalah Yang térdiri

dari mengatasi keterbatasan dana, mengfungsikan
lembaga/organisasi masyarakat

terampil.

Bab kelima adalah kesimpulan dan Saran—saran.

desa, mengatasi tenaga

)
i
4
i
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A.

BAB I1I

TINJAUAN PUSTAKA

Fengertian Desa/Kalurahan

Desa dan Kalurahan adalah merupakan dua istilah
yang mempunyai persamaan dan perbedaan..nalam hubungannya
dengan judul skripsi ini telah tegas istilah pembangunan
pedesaan menjadi topik pembahasan, di pihak lain wilayvah
penelitian berlokasi di Kelurahan. Untuk itu sebelum
lebih jauh mengemukakan kensepsi tentang Desa dan
Kelurahan, dan pembangunan pedesaan itu sendiri.

Menurut I Myoman Beratha adalah sebagai berikut :

"Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat
merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan
susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada
pula Badan Feemerintah vyang merupakan bagian
wilayah Kecamatan atau wilayah yang melindunginya",

(1988 & 27)«

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan No. 309/1IX/19273, Bab I Fasa 1
ayat (1) bahwa "yang dimaksud dengan Desa adalah suatu
kesatuan wilayah FPemerintahan terendah tingkatannya dalam
hirarki administratif berada di dalam Daerah Otonom
Tingkat II.

Mennurut kKeputusan Menteri Dalam Megeri No.l17 Tahun
1277 tentang Fenetapan jumlah desa di seluruh Indaonesia
dinyatakan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan wilayah

pemerintah terendah tingkatannya dalam hirarki

administratif berada di dalam Daerah otonom Tingkat II".




Selanjutnya pengertian desa menurut undang—-undang
No.3 Tabun 1979 tentang Femerintahan Desa dinyatakan Desa
dalam arti luas yang meliputi Desa dan Kelurahan. Yang
dimaksud dengan Desa dan kKelurahan adalah sebagai
berikut:

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangganvya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah
terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam
pengertian desa terdapat adanya unsur—-unsur sebagai
berikut :

1. Sebagai satu wilayah dalam arti teritorial.

Z2. Ditempati oleh sejumlah pendudulk.

. Mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung
dibawah Camat.

Fengertian penyelenggaraan rumab tangganya sendiri
sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No.S tahun 1979,
tidaklah =sama dengan pengertian mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No.S
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tahun 1974, tentang Fokok-Fokok Pemerintahan di Daerah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang -Undang

Momor 3 Tahun vyang mengemukakan bahwa :

"Hak menyelengarakan rumah tangganya csendiri
bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-Undang Nomor.S Tahun 1974, Tentang Fokok-
Fokok Femerintahan di Daerah".(H.Soemarno, 1984:
40)

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor. 5 Tahbun 1979
dimaksudkan, jelas bahwa Desa mempunyai hak otonomi,
namum hak otonomi Desa berbeda dengan hak otonomi
Daerah, letak perbedaannya adalah :

1. Dtonomi Desa pada hakekatnya tumbuh di dalam
masyarakat dan diperoleh secara tradisional dengan
bersumber dari bukum adat, misalnya menjalankan
pemerintahan desa, pengeluaran memilih kepala desanya,
menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa  dan
lain sebagainvya.

2. DOtonomi daesrah pada hakekatnya sebagai
pendistribusian kewenangan dari Femerintah Fusat
kepada Daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, vang
pelaksanaannya secara formil oleh Femerintah Fusat
kepada Femerintah Daerab dengan Feraturan perundang-
undangan.

Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi, dan memang
ada terjadi pEFQbahan—perubahan bobot otonomi Desa

sedemikian rupa, sehingga pada suatu wak tu dapat

dikemukadan satuan—-satuan masyarakat yang tidak




lagimenjadi otonomi Desa, dengan perkataan lain sebagian

atau seluruh hak-hak dan kewenangannya sebagai masvarakat

hukum tidak berfungsi lagi. Fada umumnya hal itu terjadi
apabila :

1. Penduduk suatu Desa semakin hiterogen sehingga sukar
ditentukan, hukum adat di mana vyang dapat berlaku
dalam masyarakat bersangkutan.

2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat vyamg selama ini,
diselenggarakan oleh Desa, oleh satu dan lain alasan
berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi
diselenggarakan oleh Femerintah yang lebih atas.

‘"« Kegiatan ekonomi sekunder dan tertier semakin besar

|

sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata
ruang fTisik dan tata masyarakat Desa yang bersanghkutan
menurut norma—-norma yvang lebih tinngogli.

Ferubaharn bobot otonomi Desa mengakibatkan desa-—
desa yang bersangkutan tidak lagi memiliki otonomi Desa,
sehingga status otonomi Desa berubah menjadi Desa
Administratif. Desa administratif inilah vyang oleh
Undang—-Undang Nomor S Tahun 1279 dikenal dengan sebutan

"kKelurahan".

Pengertian Pembangunan Desa
Fada wraian di atas telah diberikan pengertian
tentang Desa/kKelurahan, untuk itu perlu diberikan penger-—

tian mengenail istilah "Fembangunan dan Fembangunan Desa".
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Berbicara tentang pembangunan Desa, maka hendaknya
yang kita pikirkan adalah pembanguan masyarakat Desa.
Fembangunan Desa pan Fembangunan masyrakat desa sebagai
suatu istilah yang berbeda dan dapat dijelaskan bahwa
kedua istilah tersebut juga dikenal di dunia
internasional vyaitu pembangunan masyarakat desa sebagai
"Community Development" yang mengandung dengan pendekatan
kemasyarakatan., partisipasi masyarakat dan peng-
organisasian masyarakat.

Dalam hubugan ini, pendekatan, pengorganisasian dan
pelaksanaannya berorientasikan sepenuhnya pada inisiatif
dan kereasi masyarakat. Sedangkan pembangunan desa
sebagai "rular development" menpunyai arti vyang lebih
luas dimana pengertian pembangunan masyarakat desa sudah
tercakup di dalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi di
dalamnya, bahkan terintegrasi pada usaha Femerintah dan
masyarakat yang meliputi keseluruhan aspeﬁ kehidupan dan
penghidupan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian/istilah
pembangunan desa ‘adalah 1lebih luas dan lebih tepat.
Fembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode
vyang merupakan suatu kebulatan, terdiri dari komponen-—
komponen satu sama lain yang saling berkaitan, dimana
pembangunan masyarakat salah satu komponen yvang penting
dan menentukan yang harus dibangun secara utuh bersama-—

sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan hidupnya.
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Selanjutnya untuk mengetahui apa pengertian
Fembangunan Desa, maka ada baiknya penulis akan
mengemukakan secara berturut—turut mengenai pengertian
tentang pembangunan, desa dan pembangunan desa sebagai
beriku :

"Fembangunan tidak lain dari pada suatu usaha
perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan
kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu kepada
suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih
Bgtik o (1967, ¢ 23).

Kemudian menurut S.F. Siagian, dalam bukunya vyang
berjudul "Administrasi Fembangunan" adalah sebagai
berikut:

"Fembangunan adalah suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan vyang
berencana vang dilakukan secara sadar oleh s=suatu
bangsa, negara dan Femerintah menuju moderenisasi
dalam rangka pembinaan bangsa nation building",
i 180 o Rl
Dari pengertian pembangunan di atas, dapat

disimpukan bahwa :
1. Fembangunan merupakan suatu proses, proses berarti

suatu kegiatan yang terus—temerus dialkukan meskipun

proses itu dibagi menjadi tahap—tahap.

I

- Pembangunan merupakan suatu usaha yanag dilakukan

secara sadar dilakukan.

i

. Femabangunan dilakukan secara berencana dan peren-—
canaan itu berorientasi pada pertumbuhan perubahan.
4, Fembangunan mengarah kepada moderenisasi.

5. Fembangunan mengarah kepada multi dimensial yang
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mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, negara
terrutama aspek politik ekonomi, kultural dan
administrasi.

Sebelum dikemukakan pengertian tentang pembangunan
dan Desa, maka sampailah penulis pada pengertian tentang
Fembangunan Desa.

Adapun pengertian pembangunan desa sebagaimana
dikemukakan oleh FR. Agusthoka Kuswata, adalah sebagai
berikut :

"Fembangunan Desa adalah pembangunan yang
dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam
penyeslenggaraannya harus secara menyeluruh terpadu
dan terkoordinasikan", (1985 : &).

Kemudian menurut catatan resmi dalam pola gerak
operasional Fembangunan Desa (Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Mo. 42 Tahun 1944) menyatakan babwa :

"Fembangunan Desa dalam usaha pembangunan dari

masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah
yang harus dilaksanakan dan dibina terus—-menerus
sistematis dan terarah sebagai bagian penting
dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha
menyeluruh", (I nyoman Beratha, 1985 : 72}).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah
disimpulkan bahwa pembangunan Desa/kKelurahan adalah
pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat desa diarahkan
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat damn didasarkan pada tugas dan kewajiban

masyarakat desa secara keseluruhan. Femerintah Kelurahan

dalam hubungan ini berkewajiban memberikan bimbingan,
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fasilitas, pembinaan dan bantuan sesuéi dengan kemampuan
yang tersedia dengan arat dan kebijaksanaan pembangunan
nasional, sebagaimana digariskan pada Garis—-Garis Resar
Haluan Negara dan Rencana Fembangunan Lima Tahun.
Sedangkan wujud kewajiban masyarakat adalah peranan dan
partisipasinya berbentuk swakarsa dan swadaya gotong
royong masyarakat pada setiap pembangunan yang
diinginkan, oleh karenanya baik pembangunan desa itu
dilaksanakan secara terkoordinasikan dengan sebaiknya
sehingga sasarannya dapat benar—-benar berdaya guna dan
berhasil guna bagi kepentingan rakyat banyak.
-1h20
C. Tujuan dan Sasaran Fembangunan Desa
1. Tujuan Fembangunan Desa
1his
Berbicara tentang tujuan pembangunan desa, maka
kita tidak dapat terlepas dalam hubungannya dengan
Fembangunan Nasional, karena seperti vyang telah
dikemukakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian
yang integral dari pembangunan—-pembangunan nasional,
tidak ada perbedaan antara tujuan pembangunan
Desa/Kelurahan, dengan tujuan pembangunan nasional.
Tujuan pembangunan nasional secara lengkap tercantum
dalam Garis—-Garis Besar Haluan MNegara (GBHN) sebagai
berikut :

"Fembangunan Nasional bertujuan untuk




mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan
Fancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia vyang merdeka, berdaulat,

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
prikehidupan bangsa yang aman tertib dan dinamis
serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib dan damai", (GEHN :
13).
Dengan demikian setiap usaha pembangunan termasuk
pembangunan desa harus bertitik tolak pada tujuan
pembangunan Desa, masalahnya terletak pada tujuan dan
kemampuan melaksankan pada wujud yang praktis.
Bertolak dari tujuan tersebut, maka untuk ruang
lingkup dari masyarakat desa yang ingin dicapai adalah:
a. Bagaimana desa sebagai bagian masyarakat Indonesia,
mencapai tingkat adil dan makmur.

b. Keadilan dan kemakmuran desa meliputi bidang
material dan spiritual.

c. Kesadaran bahwa desa merupakan bagian dari negara
Kesatuan Republik Indonesia.

d. FPandangan hidup di desa harus berdasarkan Fancasila
dan Undang-Undang Dasar 194%5.

Dengan melihat tujuan tersebut di atas, maka
tujuan pembangunan desa dapat dibagi atas 2 (dua)
bagian., yaitu.: tujuan jangka pendek dan tujuan jangka
panjang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam
pokok—pokok pengertian tentang kebijaksanaan

Fembangunan Masayarakat Desa :

a. Tujuan jangka pendek adalah untuk menaikkan taraf




penghidupan dan kehidupan rakyat (khususnya rakyat
desa).

Tujuan jahgka panjang adalah mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasilé yang di
ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungannya
dengan sasaran antara pembangunan masyarakat desa
yang ditujukan untuk menaikkan produksi yang
pontensial vyang dimiliki oleh desa, meningkakan
kesejahteraan dalam rangkaian pembangunan ekonomi.
Kegiatan dan tindakan yang lebih intensiff dan
terarah bagi pembangunan desa akan mewujudkan pula
nilai otornomi reel bebas dari segala penghidupan
dan menentukan bagi suksesnya pelaksanaan
pembangunan Nasional.

Dengan demikian jelas bahwa pembangunan Desa vyang
sedang giat-giatnya dilaksanakan hingga dewasa 1ini
merupakan langkah nyata dalam uwsaha pencapaian
tujuannya dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Dengan tujuan Jjangka pendek yang telah ditetapkan
tersebut merupakan usaha vang dilakukan secara
bertahap untuk mewujudkan tujuan Jjangka panjang,
sehingga dengan demikian- tujuan jangka pendek ini
merupakantahap—tahap untuk mencapai tujuan pemban-—
gunan Desa, (jangka Fanjang), vyaitu terwujudnya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Fancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.
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2. Sasaran Fembangunan Desa

Di dalam tujuan dan aras pembangunan itu terkan-—
dung usaha untuk membangun manusia Fembangunan vyaitu
manusia Indonesia yang sadar akan perlunya membangun
hari esock yang lebih baik dari hari ini yvang percaya
pada dirinya bahwa dia dapat memperbaiki kehidupan dan
memiliki kemampuan serta sikap yang diperlukan dalam
mengubah nasibnya.

Sehubungan dengan itu bahwa pembangunan Desa
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yvang sasarannya seperti apa vang
dikatakan dalam buku "Rencana Fembangunan Lima Tabun
ke dua bahwa :

"Sasaran utamanya adalah tercapainya

landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk
tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri

mesual dengan furigsinya, yvaltu sebagai
penghasilan bahan pangan, bahan mentah untuk
keperluan industri serta tenaga kerja, maka
pembangunan desa itu dititik beratkan pada
sektor pertanian", (Repelita II dan III, 19735 :
81)

Oleh karena Fembangunan Desa merupakan bagian
dari Fembangunan MNasional, juga terdiri dari beberapa
az=pek penghidupan dan kehidupan masyarakat yang
mempunyai arah atau sasaran tertentu. Untuk Jjelasnya
sasaran tersebut, dikemukakan sebagai berikut :

a. Sasaran Strateqgis

Kalau sasaran strategis pembangunan MNasional




meliputi seluruh ruang lingkup wilayah Negara dalam
berbagai tingkatan atau namanya ditinjau dari segi
pembagian tingkatan atau namanya ditinjau dari segi
pembagian wilayah pemerintahan, maka khususnya
untuk Desa yang merupakan wilayah pemerintahan yang
terendah dalam hirarkbi administrasi pembangunannya
ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah
yang bersangkutan, yaitu yang berdiam di daerah
pedesaan .

Fenentuan sasaran terhadap masyarakat di
daerah pedesaan ini bagi pelaksanaan pembangunan
terutama disebabkan karena adanya ciri khusus vyang
terdapat di daerah pedesaan dibandingkan dengan
wilayah lainnya vang justru memerlukan pula adanva
ciri khusus pembangunan yang berbeda dengan wilayah
lainnya seperti perkotaan sebagail akibat dari
adanya perbedaan struktur daerah pedesaan dengan
struktur daerah perkotaan dengan masalah yang
berbeda pula. Dengan keadaan dan masalah inilah
yang juga sekaligus menyebabkan pembagian/
penyebaran atau perbedaan jenis pembangunan menurut
Easéran wilayahnya itu daerah pedesaan dan daerah
perkotaan.

Untuk itu , maka Jjelas bahwa sasaran strategi
pembangunan desa sesual dengan nama dan istilahnya

resminya vyaitu masyarakat di daerah pedesaan atau
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dengan istilah resminya vyaitu "Desa" (meliputi
fisik desa dan manusianya). Dengan kata lain bahwa
pembangunan desa ditujukan untuk membangun
masyarakat yang berbeda atau berdiam di desa-desa
dan sekaligus pula sebagai pelaksana pembangunan
untuk kepentingan sendiri.

Dengan demikian dari segi ruang lingkup dan
sasaran pembangunan desa meliputi seluruh wilayah
Indonesia. Hal ini dimaklumi karenaa desa vyang
setingkat dengan kelurahan seluruh wilayah negara.
sehingga dengan demikian pada dasarnya pembangunan
yang dilaksanakan dimanapun di seluruh wilavah
Indonesia adalah termasuk vyang dilaksanakan di
Kelurahan vyang merupakan Desa di daerah perkotaan
hanya berbeda dari segi keadaan dan diantara
wilayah tersebut.

Sasaran Aspek

Di samping adanya sasaran strategi
pembangunan yaitu Desa Aan Masyarakat, maka dikenal
pula adanya sasaran aspek yang merupakan bidang-
bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat vyang
harus dibangun melalui pembangunan desa tersebut.

Dengan bertitik tolak pada hakekatnya
pembangunan  itu vyang abkan membentuk manusia
seutubnya, maka maksud dan tujuan pembangunan inti

ditujukan pasa usaha pembangunan terhadap seluruh




aspek kehidupan. Dengan demikia rsama-—
sama kita dapat lihat dari pada aspek—-aspwk vyang
meliputi baik aspek pisik meteriil maupun non
materiil, bidang ekonomi, sosial budaya. pertahanan
keamanan, politik dan biang kehidupan lainnya vyang
secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.

Fembangunan berbagai aspek/bidang ini harus
pula dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang.
karena dengan keserasian, keselarasan dan
keseimbangan yang dapat mewujudkan masusia
Indonesia sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan déngan itulah, maka jelas kiranya
mengenal sasaran pembangunan desa yaltu meliputi,
seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Sesaran pembangunan pada umumnya, Jjuga dengan
jelas dikemukakan dalam ketetapan MFR RI No.
IV/MFR/1988 tentang Garis—garis Besar Haluan Negara
(GEBHN) dinyatakan bahwa :

"zsasaran utama cembangunan jangka
panjang adalah terciptanya landasan yang
kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbubh  dan
berkembang atas kenyataannya sendiri menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan
FPancasila. Sedangkan titik berat pembangunan
jangka panjang adalah pembangunan bidang
ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai
keseimbangan antara bidang pertanian dan
bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan
pokok rakyat, vyang berarti sebagian besar
dari usaha pembangunan diarahbkan kepada
pembangunan di bidang lainnya menunjiang dan

melengkapi bidang ekonomi", (GEHN, 1988 :
25 ‘




BAEB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Secara geografis kKelurahan Labessi adalah salah
satu diantara S5 (lima) Desa/kKelurahan di KEcamatan Mario—
Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang terletak
sekitar 150 km di sebelah utara Ibu EkKota Fropinsi
Sulawesi Selatan atau 16 km dari Ibu EKota Kabupaten
Daerah Tingkat II Soppeng.

Daerah ini berada pada ketinggian 200 meter di atas
permukaan air laut, dan secara astronomi berada pads
koordinat 4% 42° - BT dan 129° - 06.13° BT.

Kelurahan Labessi merupakan daerah strategis dengan
mudah dijangkau oleh peneliti, karena terletak tepat
dalam Jalan lalu lintas angkutan darat (jalan propinsi)
terutam Jalur amgkutan bagi pedagang vang akan ke Ujung
Fandang vyaitu pedagang dari Kabupaten Wajo, Soppeng dan
sebagian dari Kabupaten Luwu.

Secara administratif pembagian wilayah KkKelurahan
Labessi, mempunyal luas sebanyak 1.602,2 km2 dengan
batas—-batas wilayah sebagai bsrikut :

— Sebalah Utaraz berbatasan dengan Kelurahan JennakE
Kecamatan Liliriaja.
-~ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mariorilau Kecama

tan Mario—-Riwawo.
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- Sebelah Selatan berbatasan dengan FKelurahan
Tettikenrarde.
— Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Timusu.
Kelurahan Labessi mempunyai luas sebanvak 1.602,28
kmz, yang terbagi dalam 2 (dua) Lingkungan dan & (enam)

Rukun Warga (RW), 18 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian

pada tabel berikut ini =
TAREL I

FEMBAGIAN LUAS WILAYAH KELURAHAN LABESSI MENURUT
LINGKUNGAN DAN BANYAKNYA RW DAN RT SERTA KK

No. Lingkungan ' RW ' RT ! KK ! Luas
(Ha) * %
1. Labessi ! I ! 9 1 297 637,42 ! 39,78
24 Taleng
Benteng ! I ! 9 1 242 1 964,86 ! 60,22
Jumlah {6 ! 121 8559 1 1,602,278 ! 100,0

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, tahun 1992

Fada tabel tersebut diatas terlihat adanya Jjunlah
Rukun MWarga dan Rukun Tetangga yang sama dari dua
lingkungan di wilayah Kelurahan Labessi yakni masing-
masing I (tiga) dan 2 (sembilan) Fukun Kampung .

kKeseluruhan luas wilayah Kelurahan Labessi sebanyak

1.602,2 Ha terbagi dalam dua lingkungan, untuk
lingkungan Laleng Benteng yang merupakan lingkungan yanag
terluas mencapai sebanyak 964,8& Ha (60,22 %). Sedanghkan

untuk lingkungan Labessi mencapal sebanyak 637,42 Ha




atau 39,78 % dari seluruh luas wilayah yang ada.

Apabila ditinjau dari segl penggunaan tanah seluruh
wiléyah kKelurahan Labessi, terlihat adanya sebagian
besar dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan yang
lannya dimanfaatkan untuk persawahan, perumahan dan
hutan. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

TAREL I1I

LUAS WILAYAH MENURUT JENIS FENGGLUNAAN TANAH DI
KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992

NO. ! Jenis Penggunaan Tanah Luas
(Ha ! %
1 ! Persawahan (R 16,91
2. ! Perkebunan Rakyat 1.147 ! 71,89
3. ! Perumahan 44 ,28! 2,76
4. ! Hutan 140 ! B.77
oodsmolcah 1.5602,28! 100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, 1292

Fada tabel tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah
kKelurahan vyang dimanfaatkan untuk perkebunan rakvat
sebanyak 1.147 Ha atau 71,3% % dari seluruh luas wilayah,
jenis tanaman perkebunan yang ditanami oleh masyarakat
pada umumnya tenaman cokelat di samping itu tanaman buah-
buahan vyaitu pisang, mangga dan kelapa. Selain itu
dimanfaatkan pula untuk persawahan seluas 271 Ha (16,9100
Hutan sebanyak 140 Ha (8,74) dan perumahan, jalan dan

lapangan serta prasarana lainnya sebanyak 42& Ha atau

-
i
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2,76 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa potensi
wilayah kKelurahan Labessi merupakan daesrah perkebunan.

Selanjutnya apabila dilihat keadaan luas wilayah
yang dihubungka dengan keadaan penduduk akan nampak
kepadatan penduduk Kelurahan Labessi. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk
Kelurahan Labessi kKecaamatan Mario—-riwawoc masih tergolong
sedang, dimana tingkat kepadatan penduduk rata-rata 0,58
orang setiap Ha atau sekitar 1,71 orang per Ha. Untuk
jelasnya tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Labessi,
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TAREL II1I

TINGKAT KEFADATAN FENDUDUK KALURAHAM LARESSI
FERLINGKUNGAN, TAHUN 1992

Ne Lingkungan ! Luas ' Ranyaknya ! kKepadatan
(orang) per—Ha
1. ! Labessi 1" 637,42 ! 1 e : 2.47
e ! Laleng EBenteng! 9464.8& ! 1.154 . 1,19
Jumlah L1.602,.268! 2 TS0 : 4,66

Sumber Data : Kantor Kelurahan Labessi, tahun 1792

Fada tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa
tingkat kepadatan penduduk setiap lingkungan di Kelurahan
Labessi Kecamatan Mario-riwawo tidak Sama . Unruk
lingkungan Labessi merupakan lingkungan vyang terpadat
penduduknya yvakni 2,47 orang/Ha. Sedangkan untuk

lingkungan Laleng Eenteng hanya mencapal kepadatan
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penduduk 1,19 orang/Ha.

Keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Labessi
Kecamatan Mario—-riwawo dapat digambarkan pada beberapa
aspek antara 1lain keadaan penduduk menurut jenis
kelamin, menurut umur, dan tingkat pendidikan,menurut
mata pencaharian, menurut agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Easa, keadaan Jjumlah penduduk ini
dianggap perlu, dimana dapat dihubungkan dengan
pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kelurahan Labessi sebanyak 2.733
orang. Apabila dilihat dari jenis kelamin nampaknya
tingkat sex ratio masih tergolong sedang, dimana Jjumlah
penduduk perempuan cenderung lebih besar dari  jumlah
penduduk laki-laki, kendatipun tidak terlalu Jjauh
perbandingannya. Namun untuk lebih Jjeasnya keadaan

penduduk menurut jenis kelamin di Keluraha Labessi, dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

TABREL IV

FEADAAN FENDUDUE MENURUT JENIS KELAMIM DI
FKELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIC-RIWAWO

TAHUN 1292
Mo . Jenis Kelamin Banvaknya. Fersen (%)
1. Laki-laki SO 1) 446,28
2. Ferempuan 1.470 5 F A
J-uaml a-h 22753 100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahun 1972

~ e,




Fada Tabel tersebut di atas nampak bBahwa Jjumlah
penduduk Ferempuan sebanyak 1.470 orang atau 532,79 7
dari seluruh jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk
laki—-laki sebanyak 1.263 orang (446,21 %). Apabila
dihitung sex ratio dapat dinyatakan bahwa setiap 100
orang perempuan terdapat sebanyak 85,9 orang laki-laki.

Ditinjau aspek umur dari keadaan Jjumlah penduduk
dapat digambarkan mengenai jumlah usia produktif dam non
produktif, sekaligus menjadi dasar dalam melibhat potensi
pengembangan umur penduduk dimasa vyang akan datang.
dimana untuk umur 1 - 9 tahun akan menjadi usia produktif
dimana harus di usahakan perluasan kesempatan kerja
termasuk pembinaan pemuda dalam kategori 15 — 25  tahun.
Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut tingkatan
umnur di  Kelurahan Labesi. dapat dilihat pada tabel
berikut :

TAEBEL V
KEADAAN PENDUDUK MEMURUT UMUR DI KELUARAHAN

LARBESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO
TAHUN 1992

Mo. | kKemompok umum Banyaknya Fersen(¥)
: [ it e R A N L 4464 16,98
Do RO =1 Eahn 236 8,64
3. ¢ 15 - 24 tabun 242 159 .85
4. | 25 - 34 tahun 1.142 41.79
5. | 55 tabun ke atas 349 12:76

Jumilahb T 100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahumn 1992
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Fada tabel tersebut di atas nampaknya Jjumlah
penduduk anak—-anak dalam kelompok umur 1 - 9 tahun
sebanyak 464 orang atau 16,98 Z dari seluruh jumlah
penduduk, untuk umum 10 - 14 tahun sebanyak 236 orang
atau 8,464 %. Kemudian untuk kelompok umur remaia 13 — 24
tahun sebanyak 542 orang atau 19,83 %. Sedangkan untuk
kelompok umur 25 — S4 tahun sebanyak 1.142 orang (41,79
%) dan kelompok umur S5 tahun ke atas 349 orang atau
1276 V.

Dalam kenyataan vyang ada jumlah umur produktif
yaitu 15 - 54 tahun sebanyak 1.648 orang atau bl,62 dari
seluruh jumlah penduduk, sedangkan kelompok umur non
produktif yaitu © - 14 tahun dan 53 tabun ke atas
sebanyak 1.049 orang atau 38,38 %“. Dengan demikian
tingkat dependency ratio masih rendah dimana Jjumlah
penduduk usia produktif nasih jauh lebih tinggi dari
jumlah penduduk usia non produktif.

Di tinjau dari segi lain setiap daerah dapat pula
digambarkan mengenai keadaan penduduk menurut tingkat
pendidikan, dimana dapat diketahui kemampuan penduduk
dari segi pendidikan formal.

Hhuéusnya di Kelurahan Labessi Kecamatan Maric-—
Riwawo, nampaknya tingkat pendidikan masyarakat relatif
masih rendah, dimana pada umumnya pada umumnya masih

tamat Sekolah Dasar, bahkan masih ada yang tidak tamat

Sekolah Dasar.
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Selanjutnya bila dilihat keadaan penduduk menurut
tingkat pendidikan, dapat dinyatakan bahwa tingakat
pendidikan masyarakat di FKelurahan Labessi kKecamatan
Mario—-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat'II Soppeng masih
rendah hal ini terlihat dengan adanya sebagian besar
penduduk  yang masih tamat Sekolah Dasar (S5D), ditambah
dengan adanya penduduk yang belum pernah tamat Sekolah
Dasar (SD). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada
Tabel berikut ini :

TAREL VI

KEADAAN FENDUDUEK MEMURUT TINGEKAT FENDIDIKAN
DI KELURAHAN LARESSI TAHUN 1992

Ne. | Tingkat Fendidikan ¢t BRanyaknya | Fersen(%4)
: ' {orang) i
G S Tidak tamat Sekolah
i+ Dasar (SD) a2a 19,14
2. | Tamat Sekolah Dasar 1. BZ0 57.44
Nal g Tamat Sekolah Menenaah
i Tingkat Fertama (SMTF) 3867 13,435
4. | Tamat Sekolah Menengah
v Tingkat Atas (SMTA) 254 Dy
- Tamat Sarjana Muda & 0,22
5ty Sarjana 13 0,48
Juml ah 2733 100,00

Sumber : Kantor Eelurahan Labessi, Tahun 1292
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Berdasarkan Tabel tersebut di atas, nampak bahwa
jumlah penduduk Kelurahan Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo
yang masih tamat Sekolah Dasar sebanyak 1.570 orang atau
57.44 Y%, ditambah dengan 523F orang (12,14 %) yang tidak
tamat sekolah Dasar. Untuk penduduk yang tamat Sekolah
Menengah Tingkat Fertama sebanyak 2467 orang atau 13,43 %.
Sedangkan vyang tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas
sebanyak 254 orang atau 2,29 % dan yang tamat Sarjana
Muda sebanyak & orang aau 0,22 % dan yang tamat Sarjana
sebanyvak 13 orang 0,48 %.

Di pihak lain keadaan penduduk ditinjau dari segi
sumber mata pencaharian, hal ini dapat menggabarkan
jumlah tenaga kerja vang potensial sebagai alternatif
pengembangan potensi manusia sebagail sumber utama
pembangunan.

Jumlah tenaga kerja yang ada di Kelurahan Labessi
sebanyak 1.427 orang, yang terbagl dalam berbagai Jjenis
mata pencaharian, mulai dari pertanian., industri kecil
dan kerajinan, buruh, pedagang termasuk anggkutan,
pegawai dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel berikut ini :




TABEL VII

KEADAAN FENDUDUK MENURUT MATA FENCAHARIAN
DI KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992

Ne.: Jenis Mata FPencaharian i Banvaknvya Fersen(%)
' i (orang)
14 - Petani 1.200 81.52
2. | Pengrajin Industri Kecil 89 6,05
Z«. 1+ Buruh Bangunan &0 4,08
4. | Ferdagangan 26 1,77
2. + FPegawai Negeri Sipil 87 b B |
&. | Angkatan Bersenjata Repulik
Indonesia 4 Oy27
7. | Fensiunan & 0,40
J wmo 1l ach 1.472 100,00

Sumber : Kantor kKelurahan Labessi, Tahun 1992

Apabila jumlah penduduk yang bekerja pada tabel VII
tersebut di atas dibandingkan dengan Jumlah angkatan
kerja pada tabel V, yakni umur 15 - 5S4 tahun dapat
dinyatakan bahwa tingkat pengangguran masih relatif
rendah, dimana jumlah tenaga kerja mencapai sebanyak
81,32 % dari jumlah angkatan kerja.

Keseluruhan jumlah tenaga kerja produktif tersebut
terdapat sebanyak 1.200 orang yang bekerja sebagai petani
atau 81,32 % dari seluruh jumlabh tenaga kerja. Kemudian
yang bekerja sebagai pengrajin Industri Kecil sebanyak 89

orang atau 46,05 ¥ dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60




orang atau 4,08 %. Sedangkan vyang bekerija sebagai
pedagang sebanyak 26 orang atau 1,77 %, Fensiunan
sebanyak & orang dan Angkatan EBersenjata Republik

Indoneszia sebanyak 4 orang atau 0,27 %“.

Di pihak lain keadaan penduduk Kelurahan Labessi
kKecamatan Mario—-Riwawo, dilihat dari sudut agama dan
kepercayaan, nampaknya tidak dapat dibedakan, dimana
secara keseluruhan jumlah penduduk memeluk agama I=slam,
ini berarti dalam pembangunan di bidang spiritual sasaran
dan kerangka berfikir yang mendasar diterapkan harus
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum
Islam dalam kontek Negara yang berdasarkan Fancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Struktur Organisasi

Dalam uraian tenang organisasi Fembangunan
Desa/kKelurahan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-
Riwawo, sudah barang tentu hanya diuraikan keadaan
struktur oraganisasi itu sendiri. Untuk itu sebelum
diuraikan, struktur organisasi Femerintahan KkKelurahan
Labessi Kecamatan Mario-Riwawo perlu diberikan
pengertiaﬁ organisasi dan struktur organisai itu sendiri.

Menurut Frajudi Atmosudirdjo, dinyatakan bahwa =
"Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama orang-orang
berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerja sama guna

mencapai tujuan bersama yang tertentu", (1982 : 87)
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Dari pengertian organisasi tersebut, dipetik makna
bahwa apabila kelompok orang-orang vyang bekerja sama
sudah cukup kompleks, seperti halnya organisasi
pemerintah Labessi, perlu ada kejelasan dari pada tugas-
tugas dan kewajiban para orang-orang yang bekerja sama
tersebut seperti :

"Struktur organisasi adalah rangka yanag
menunjukkan segenap pekerjaan untuk mencapai tujuan
oraganisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta
wewenang dan tanggung jawab tiap—-tiap anggota yang
memikul tiap-tiap tugas pekerjaan", (The Liang Gie,
¥FeEs 71y,

Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap
anggota memahami apa Qang menjadi tugasnya, sejauh mana
hubungan antara fungsi-fungsi dengan fungsi dari satuan
organisasi lainnya dalam rangka usaha pencapaian
tujuannya. Dengan demikian akan membantu Fimpinan dalam
mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannvya
roda organisasi.

Dalam Undang-Undang No. S5 Tabun 1979 tentang
Femerintahan Desa di kemukakan bahwa "Femerintah
kelurahan, Ferangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris
kKelurahan, Kepala-kepala Lingkungan dan Kepala-kepala
Urusan". Dengan demikian, maka struktur organisasi
Femerintahan Kelurahan terdiri dari 3 Unsur yaitu
1. Unsur Fimpinan adalah Kepala Kelurahan

2. Unsur FPelayan, terdiri atas :

a. Sekretaris Kelurahan
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b. Kepala-kKepala Urusan
S« Unsur Felaksana Tugas wilayah adalah kepala-kepala
Lingkungan
Untuk menegaskan pola/tata pembagian dan hubungan
kerja bagi unit-unit organisasi pemerintahan kKelurahan,
maka kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam
struk tur organisasi Femerintahan Kelurahan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Kedudukan tugas pokok dan fungsi Kepala Kelurahan
a. kKepala Kelurahan
Kepala kKelurahan berkedudukan sebagai alat
Femerintahan vyang berada langsung di bawah Camat
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Bupa/Walikotamadya Kepala Daerah Tinkat II
melalui Camat.
Sesuai dengan kedudukan dimaksud, maka kKepala
Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai
penyelenggaraan dan penanggung Jjawab di bidang
peerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahban Daerah.
urusan Femerintahan Umuim termasuk pembinaan
ketentraman dan ketertiban.
Untuk menyelengarakan tugas pokok terssbut
kepala FkKelurahan mempunyai tugas dan fungsi untuk
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah




atasannya. melaksanakan koordinasi terhadap
Jalannya Femerintahan Felurahan, melaksanakan
tugas vyang menjadi tangumg Jjawabnya, di bidang
pembangunan dan melaksanakan tugas dalam rangka
pembinaan ketenteraman dan ketertiban.
Sekretaris kKelurabhan

Sekertaris KkKelurahan berkedudukan zebagai
unsur pelayan/staf di bidang ketata-usahaan Kepala
Kelurahan dan memimpin sekretariat kKelurahan.

Sesuai dengan kedudukan dimaksud, sekertaris

kKelurahan meEmpunyal tugas pokok untuk
menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan
administrasi pemerintahan pembangunan dan

kemasyarakatan serta membesrikan pelayvanan di bidang
ketata—usahaan kepada kKepala Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
Sekretaris kKelurahan mempunyai fungsi untuk
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan
laporan, malaksanakan urusan keuangan dan urusa
administrasi umum, dan melaksanakan tugas kKepala
Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan
melaksanakan tugasnya.

Kepala Urusan

kepala urusan -brhedudukan sebagai unsur

pembantu Sekertaris Kelurahan untuk memberikan

pelayanan ketata-usahaan kepada FKepala Kelurahan
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sesuai denngan bidang tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan keduduannya, maka kepala urusan
mempunyai tugas pokok untuk melaksanaan kegiatan-
kegiatan ketata—usahaan dalam bidang tugasnya
maing-masing.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka
kepala Urusan mempunyal fuungsi melaksanakan
pencatatan, pengumpulan data/informasi yang
menyangkut bidang tugasnya masing-masing.
kKepala Lingkungan

Kepala Lingkungan berkedudukan sebagai unsur
pelaksana tugas Keppala Kelurahan dalam wilayah
kerjanya.

Sesuai dengan kedudﬁkannya, maka Kepala
Lingkugan mempunyai tugas pokok untuk menjalankan
kegiatan pemerintahan Kelurahan dalam kepemimpinan
Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
Kepala Lingkungan mempunyai fungsi untuk
melakéanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemaysrakatan, di samping itu juga melaksanakan
kebijaksanaan Kepala Kalurhan di wilayah kerjanya.

Dengan melihat struktur organisasi tersebut,
jelas=s terlihat pihak pemerintahb di wilayah
Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten

Daerah Tingkat I1 Scoppeng, yang berkompeten dalam
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wilavah pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi
mengingat bahwa yang bertindak sebagai pelaksana
dari pada pembangunaq tersebut adalah masyarakat,
maka penting pula kiranya mengetahui organisasi
yang menjadi wadah masyarakat di kKelurahan Lambessi
untuk memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Sesuai dengan kKeputusan Fresiden Nomor 28
Tahun 1980, maka organisasi vyang bersangkutan
adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa vaitu
lembaga kemasyarakatan di Desa atau kKelurahan vyang
tumbuh dan untuk masyvarakat serta merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang
memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah
dan prakarsa serta swadaya gotong—royong
masyarakat dalam =segala aspek kehidupaﬁ dan
penghidupan masyvarakat.

Adapun  kedudukan: tugas pokok dan  fungsi
Lembaga kKetahanan Masyarakat Desa di kKelurahan
Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo adalah sesuail dengan
FKeputusan Menteri Dalam NMNegeri Mo. 27 Tahun 1984,
bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat DEsa mempunyai
kedudukan sebagi partner kKepala Desa/kKelurahan
dalam perencanaan di Desaskeluranan. kedudukan
tersebut Lembaga kKetahanan Masyarakat Desa (LEMD)
mempunyali tugas

1. Membantu FKepala Kelurahan di bidang penerangan




pemangunan.

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif
dan pesitif uwuntuk melaksanakan pembangunan
secara terpadu, baik yvang berasal dari berbagai
kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royonag
masyarakat.

Z. Menumbubkan kondisi dinamiﬁ masyarakat dalam
rangka mengembangkan ketahanan masyarakat
desa/keluarahan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas terse-
but, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan
dan pengamalan pancasila.

7. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan
swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangu-
Man .

4. Sebagai saraa komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat serta antara warga masyarakat itu
sendiri.

5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masya-

rakat.

&. Membina dan mengaerakkan potensi  pemuda  untuk

pembangunan.

R RS e e .
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Untuk jelasnya struktur organisasi pemerintahan Kelurahan
Labeszi, dapat dilihat pada skema berikut ini 3

STRUKTUR ORGANISAS!I PEMERINTAH KELURAHAN
Lampiran Surat Keputusan Manteri Dalam Negnri No. 44 tahun 1980
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B. Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam menggambarkan keadaan sarana dan prasarana
Kantor kKelurahan Labessi, akan digambarkan keadaan
sarana dan prasarana produksi pemasaran, sarana dan
prasarana sosial pemerintahan desa dan sarana dan
prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
1. Sarana dan Frasarana FProduksi dan FPemasaran

Sarana dan prasarana produksi di daerah ini,
khususnya padi/beras nampaknya masih relatif hampir
kurang dimana untuk prasarana pengairan hanya tersedia
perngairan setengah teknis, Z buah dann pengairan tadah
hujan sebanyak 2 buah. Prasarana tersebut mengairi
sawah sebanyak 271 Ha.

Selanjutnya untuk prasarana pemasaran terutama
pasar nampaknya belum ada sehinga semua penduduk yang
akan membeli atau membutuhkan dan menjual barang harus
mernggunakan pasar pada Kelurahan tetangganya vaitu
Takalala, kecuali vyang ada hanya tcocko. Organisasi
Koperasi Unit Desa yang diharapkan dpat menjadi wadah
untuk membeli dan memasarkan hasil produksi nampaknya
belum dibentuk, dengan demikian di Kelurahan Labessi
belum tersedia sarana—sarana tetap untuk memasarkan
baik membeli maupun menjual barang hasil produksi.

2. Sarana dan Pra=zarana Scsial

Sarana dan prasarana sosial disini digolongkan

mulai dari sarama dan prasaraa pendidikan, sarana dan
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prasarana keagamaan, sarana dan prasarana
serta sarana dan prasarana perhubungan.
Untuk prasarana perndidikan yang tersedia
sebanyak I buah Sekolah Dasar dan 1 buah Taman Kanak-—
Kanak, dengan penyediaan sarana guru sebanyak ZI0 orang
dan murid sebanyak 30& orang. Selanjutnya untuk sarana
dan prasarana kesehatan yang tersedia di daerah ini

hanya 4 buah posyandu atau Pusat pelayanan terpadu dan

2 orang suster.

Untuk sarana dan prasarana sosial bidang
keagamaan hanya tersedia 2 buah masjid. Sedangkan
sarana dan prasarana sosial lainnya vang dapat

digolongkan di sini adalah Kantor kKepala Desa sebanvak
1 buah , Balai Fertemuan Masyarakat 1 buah, Fos ronda
sebanyak & buah.

Untuk sarana dan prasarana perbubungan dan
telekomunikasi, telah tersedia Jjalan propinsi
sepanjang I km, jalan kabupaten 1 km dan Jjalan desa
sebanyak 5 km. Sepanjang jalan tersebut, terdapat &
buah jembatan. Adapun sarana perhubungan yang dimiliki
masyarakat adalah kendaraan roda empat 18 buah, sepeda
motor sebayak 7& buah, sepeda 32 buah dan dokar
sebanyak I2 buah.

Disamping sarana dan prasarana perhubungan darat
tersebut, di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo

tersedia sarana telekomunikasi vyang terdiri dari




televisi -=banyak 142 buah dan radioc sebanyak 45  buah
S?Fta Henoy satu buah.

Dalam pemanfaatan selurubh sarana dan prasarana
tersebut telah dikoordinasikan melalui berbagai
lembaga Yang tersedia dari Lembaga FKetahanan
Masyarakat Desa 1 buah, kelompok tani sebanyak 8 buah,
kelompok pendengar dan pemirsa 1  buah, Fembinaan
kesejahteaan Keluarga (FKK)/Kelompck kKerja sebanyak 18
buah dan kejar Usaha sebanyak 20 buahb, organisasi
pemuda satu buah, lembags pendidikan sebanyak T buah,
lembaga keagamaan sebanyak 9 btuah, lembaga pemerintah
sebanyak 7 buah terdiri dari Rukun Warga dan  Rukun
Tetangga serta lembaga sosial lainnya sebanyak 4 buah.

Ferlu dijelaskan bahwa seiuruh lembaga-lembaga
Yang ada dalam proses pelaksanaan rembangunan
pedesaan, masing-masing memanfaatkan seluruh sarana
dan prasaran vang tersedia untuk memperlancat kegiatan
kelembagaan/o-ganisasi masyarakat desa, dimana
lembaga‘organizasi tersebut dibentuk dari, oleh dan

urntuk nasyarakat desa itu sendiri.




BAR IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAM

A. Felaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pembahasan ipi dianalisis tentang
pelaksanaan pembangunan desa yakni sejauh mana setiap
kegiatan~kegiatan pembangurman dapat direalisasikan dengan
baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk
itu sebelum lebih jauh menganalisis realisasi pelaksanaan
pembangunan di Keluraban Labessi kKecamatan Mario-Riwawo
terlebih dahbulu dibahbas rencama kegiatan pembangurnan di
tinjau dari renpcana  tahunan  mulai tahun anggaran
1987/1988 sampal dengan 1991/1992.

Sz=lama 1lima tahun anggaran terakhir ini nampaknve

bila diliha total anggaran setiap tahun  menunjukbkan
angkz vang berfluktuasi, bahkan terjadi penururnan
anggaran akan tetapi bila dilibat setiap bidang

pembangunan, terijadi adanya perbedaan alokasi anggaran.
Sedangkan untuk anggaran pembangunan  bidang prasarana
sosial dan prasarana Desa cenderung mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk anggaran pembangunan bidang prasarana
produksi dan perhubungan cenderung menunjukan angka  yang
berfluktuasi.

Mamun wuntuk lebib jelasnyas dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

47
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TABEL ¥1lI

JUNLAH ANGGARAN PROVEK PENBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI
KECAMATAN NARIO-RIMAWO TAHUN ANSGARAN 1787 - 1997
RENURUT BIDANG PEMBIAYAAN

denis proyek (Anggaran fRp)} g

No. Tahun ang- | : : : : : Juslah
garan i Prasarana | Prasarana ! Prasarana) Parasarana ! Prasarapa {(Rp}
i99.. . Produksi | Perhubungan ! Pasar ' Sosial v Desa

!, 1987/1988 ¢ 3,450,000 ¢ 10,300.060 ! - ¢ 12,450,000 1 204,000 | 28.404.000

2, 1988/1989 | 4,000,000 ! 9.300.000 : - v 24,591,000 | 935,321 ¢ 38.826.37%

3. 1989/1990 ! 4.900.000 | 3.500.000 - ¢ 16.223.000 - T 24625000

1. 1990/1991 v 3,100,000 ¢ 3,400,000 - v 26.327.450 ¢ 350,000 | 33.177.45¢

3. 199171992 1 3.100.000 ;4,900,000 : - ¢ 27.668.200 | - ¢ 33,648,200
Juslah ¢ 20,530,000 | 31,400,000 - ¢ 107.261.650 | 1.489.325 ! 159,700,975

Susber data : Lampiran

Fada Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa
selama lima tahun anggaran terakhir ini  total jumlah
anggaran pembanguﬁan di kKelurahan Labessi Fecamatan
Mario-Riwawo sebanyak Rp. 139.700.975, vang terdiri dari
empat pos anggaran yaitu bidang provek prasaran produksi,
Prrasaran perhubungan dan prasarana pemerintahars Desa.
kKeempat bidang prasarana pembangunian tersebut yang paling
besar anggaranya adalah pembangunan  prasarana sosial
yakni total sebanyak Rp. 107.261.630 atau 67,16 Y, dari

pelaksanaan  jumlah anggaran pembangurnan selama lima
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tabhun, kemudian anggaran pembangunan bidang perhubungan

yakni mencapai Rp. Z1.400.000,- atau 19,47 % dari jumlah

anggaran pembangunan bidang proaduksi sebhanyak
Rp.20.550.000,- atau 12,87 % serta anggaran pembangunan
bidang prasarana pemerintahan Desa sebanyak

Rp.1.489.325,~- dari keseluruhan jumlah anggaran.

Ditinjau dari segi perkembangannya, maka jumlah
anggaran pembangunan di kKelurahan Labessi cenderung
mangalami kenaikan setiap tahun, walaupun dalam tahhn
tertentu jumlah anggaran mernunjukkan kenaikan yang cukup
timggi.

Fada tahun anggaran 1987/1988 jumlah anggaran

belanja pambangunan di kKelurahan Labessi Kecamatan Mario-
Riwawo mencapai sebesar Rp. 28.404,000,-
Selanjutnya pada tahun anggaran 198871982 jumlah anggaran
pembangunan di Kelurahan Labessi mengalami kenaikan vyang
cukup tinggi dan merupakan jumlah anggaran pembangunan
terrbesar selama lima tahun terakhir ini yakni mencapai
sebesar Rp. 38.826.325,—- pada tahun anggaran 1789/19%0
jumlah anggaran pembangunan masyarakat Desa di Kelurahan
Labessi mengalami penurunan secara dramatis vakni
sebesar Rp. 24.625.000,-.

Dalam tahun anggaran 1290/19921 nampaknya jumlah
anggaran pembangunan di FKelurahan Labessi Kecamatan
Mario—-Riwawo mengalami kenaikan yakni sebesar

Rp.33.177.450,- dan pada tahun anggaran 1991/1992 jumlah



B T L T . o i A B T e T T I N P P e T R o T & L B 1 o N i e T R g s I T R e
. S

,




anggaran mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 30.5668.200,~

Apabila diamati perkembangan jumlah angaaran
pembangunan masyarakat Desa di Kelurahan Labessi tersebut
khususnya pada tahun anggaran 1988/1989 dimana jumlah
anggaran pembangunan mencapai jumlah terbesar, hal ini
dipengaruhi dengan adanya perkiraan jumlah swadaya gotong
rayong masyarakat pada proyek pembangunan sangat rendah
yakni mencapai Rp. 22.300.000,- jumlah tersebut termasuk
tenaga masyarakat yvang dinilai dengan uwang antara lain
kegiatan gotong rovong dalam melaksanakan proyek yang
direncanakan. Demikian pula sebaliknya pada anggaran 1997
Jumlah perkiraan swadaya gotong royong masvarakat sudah
tiﬁggi.

Setelah dibahas keadaaan rencans anggaran
pembangunan di Kelurahan Labessi, dapatlah dianalisis
mengenal aspek pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetabui
secara nyata pelaksanaan pembangunan tersebut, penulis
menganalisis setiap bidang pembangunan yang diprogrambkan
oleh masvarakat di Kélurahan Labessi, dimana dalam
mengukur- tinggkat efektivitas pelaksanaan pembangunan,
didasarkan atas perhitungan perbandingan antara target
dengan realisasi pelaksanaan pembangunan masing-masing
bidang.

Dari keseluruhan aspek pembangunan di FKelurahan
Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, dapat dinyatakan bahwa

tingkat pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi




tergolong sudah efektif, hal ini terlihat dengan adanya
rata-rata prosentasi realisasi target selama lima tahun
terakhir mencapi hampir 100 %.

Di Kelurahan Labessi hanya tiga bidang pembangunan
yang masih dimasukkan dalam rencana tiap tahun, sehingga
pelaksanaannya—pun hanya tiga bidang juga yaitu : bidanag
produksi, bidang perbubungan dan bidang sosial. Ketiga
bidang tersebut nampaknya tingkat efektivitas pelakasansan
relatif sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini
TABEL Ix
RATA-RATA PERSENTASE REALISASI PENCAPAIAN TARGET DALAM PELAKSANAANNYA
PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI PER BIDANG
PROYEK DI TAHUN AMGSARAN 1987/1988-1991/1992

Bidang pesbanqunan (Persen) realisasi ‘ Rata-

No. Tahun ang- ! : : H :

garan i Prasarana ! Prasarana i Prasarana! Parasarana ! rata

199, ¢ Produksi ! Perhubungan | Pesasaran! Sosial :
1. 1987/1988 : .3 100.00 | Tidak ada ! 100,00 | 99.72
2. 1988/1989 1 94,73 ! 98.00 ! = : 100,00 ! 97.00
3. 1989/19%0 ! 100 : 100.00 | - ‘ 100,00 ! 100.00
4. 1990/1991 : 100 : 0o - { 100,00 100,00
3. 1991/1992 : 100 : 100 : = : 100,00 ! 100

Jualah : 98.43 ! 99.60 ! - i 100,00 | 99.44
Susber data : Lampiran

Kenvataan menunjukkan bahwa apabila dilihat

realisasi target pembangunan desa setaiap tahun mencapai

?9:34 % pada tahun anggaran 1987/1988 persentase rata-




rata realisasi target pelaksanaan pembangunan desa
mencapai 99,72 % dan tabun anggaran 198871989 realisasi
pencapaian target juga hanya mencapai 97,00 %.

Selanjutnya pada tahun anggaran 1989/1990 nampaknya
realisasi pencapaian target rata-rata telah mampu
direalisasikan secara keseluruhan, demikian pula pada
tahun anggaran 1990/1991 dan tahun anggaran 19921/1992,
semuanya. telah terealisasi sesuai target vyang telah
ditentukan vyakni mencapai 100,00 %,

Disisi lain realisasi target pelaksanaan
pembangunan Desa di Kelurahan Labessi dapat dilihat dari
bidang pembangunan. Dari ketiga bidang pembangunan Yanag
dilaksanakan di Kelurahan Labessi, nampaknya yang paling
timggi tingkat efektivitas pelaksanaannya adalah
pembangunan di bidang sosial, hal ini dapat terlihat
dengan adanya rata-rata realisasi pencapaian target
pelaksanaannya mencapai 100,00 %, kemudian pembangunan di
bidang perhubungan dengan rata-rata realisasi pencapaian
target pelaksanaan pembangunan mencapai 29,50 % dan
pembangunan di bidang produksi dengan pencapaian
realisasi rata-rata 98,43 %.

Berdasarkan hasil pembahasan analisis tersebut di
atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa secara
kuantitatif tingkat pelaksanaan pembangunan dilihat dari
realisasi pencapaian target tergolong sudah ‘“efektif"

dengan dasar bahwa semua target yang direncanakan setiap




tahun rata-rata hampir mencapai 100,00%.

Dalam pengukuran selanjutanya mengenai efektivitas
pelaksanaan pembangunan desa di kKelurahan Labessi, dapat
dilibat dari tanggapan responden sebagai hasil WaWancara,
hasil wawancara tersebut merupakan data lapangan Yang
secara kualitatif dinilai dari beberapa ‘unsur Yang
terlibat dalam pembangunan desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di
Kelurahan Labessi, dapat dinyatakan bahwa secara
Lualitatif mutu  pelaksanaan pembangunan di  Kelurahan
Labessi relatif masih tergolong cukup efektif, hal ini
dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden vyang
menjadi unsur terlibat langsung dalam pembangunan desa
Kelurahan Labessi relatif masih "cukup baik", penilaian
tersebut dilihat dari pelaksanaan kegiatan pisik proyek,
menggerakkan swadaya dan gotong-royong. Namum untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini




TABEL X

TANGGAFAN RESFONDEN TERHADAF FELAKSANAAN KEGIATAN
FISIK SELURUH PROGRAM/FROYEK FEMBANGUNAN i
DI KELURAHAN LARESSI

Mo.: Tanggapan Responden ¢ Frekuensi ! %

1. | Sangat baik pelaksanaanya : S : P .
2. | Baik belaksanaanya ‘ 14 1 2333 ]
Z. 1 Cukup baik relaksanaanya : 27 I O AR
4. | Kurang baik pelaksanaanya . 4 : &l
S. | Tidak baik pelaksanaanya : = : = ‘

Jumlah - &0 ¢ 100,00

-

Sumber : Hasil wawancara responden, Agustus, 1992

Kenyataan menunjukkan bahwa pada tabel tersebut di
atas, vakni dari keseluruhan jumlah responden terdapat
sebanyak 37 orang atau &1,467 % menganggap pelaksanaan
ficik seluruh program/proyek pembangunan desa di
Kelurahan Labessi tergolong cukup baik pelaksanaanya,
ditambah dengan responden yang mengatakan tergolong baik
pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sebanyak 14
orang atau 23,33 % dan yang menganggap sangat baik
pelaksanaanyva lima orang atau 8,33 % dari seluruh jumlah
responden. Sedangkan responden yang menganggap kurang

baik pelaksanaanya sebanvak 4 orang atau 6,67 % .

Dalam berbagai penjelasan yang diberikan oleh
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Eesponden terdapat beberapa diantar nfﬁpufyigaf dipetik

sebagai argumentasi yang mendukung kasus &0 tanggapan

responden diatas, antara lain :

1. Responden No. 19, mengemukakan bahwa "apabila salah
satu proyek dinilai setelah selesai dilaksanakan dapat

digolongkan baik. Namun dalam proses pelaksanaan pada
dasarnya masih dinilai kurang baik, karena kadang kadang
masih ada kegiatan Yang kurang tepat waktu pelaksanaanya,
antara lain dalam pembangunan irigasi dan saluran air
biasanya dimulai saat air diperlukan, oleh karena musim
tanam padi, sehingga saluran air kuramng lancar".

2 Respond;n No.42, memberikan komentar bahwa “dalam
pelaksanaan pembangunan saya nilai tidak tergoclong
baik dan tidak pula tergolong kurang baik, karena
ditinjau dari aspek tujuan yang akan dicapai, sangat
baik, akan tetapi bila ditinjau dari aspek
perkembangan kurang cepat antara lain beberapa jalan
di desx hanya dibersihkan saja tiap tahun tanpa
diberikan timbunan dan atau "pengerasan jalan".

Sebagaimana ditegaskan bahwa pelaksanaan
pembangunan desa pada dasarnya merupakan suatu
pembangunan dari oleh dan untuk masyarakat, sehubungan
dengan itu maka pelaksanaan pembangunan mutlak digerakkan
swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

Kususnya di Kelurahan Labessi tampaknya tingkat

swadaya dan gotong royong masyarakat bila dilihat dari




realisasi anggaran yakni mencapai 80 % lebih, hal ini
dapat dinilai positif tergolong "efektif" namun dipihak
lain bila dinilai tingkat swadaya gotong royvong
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nampaknya
relatif masih tergolong "cukup efektif, hal ini terlihat
dengan adanya sebagian besar responden masih menilai
cukup baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pPada Tahel
berikut :
TABREL XI
TANGGAFAN RESFONDEN TENTANG SWADAYA DAN GOTONG

ROYONG MASYARAKAT DALAM MEREALISASIKAN
FROYEK /PROGRAM FEMBANGUNAN DESA

Na. ! Tanggapan Responden i Fekuensi'! 7%
1. | Sangat baik pelaksanaan Swadaya | ¢
« dan gotong royong : = ¢ 5,00
1] ] ]
1 i ¢
2. | Baik pelaksanaan swadava dan H H
« Gotong royong : i< ¢ 31,67
F« | Cukup baik : 1 ¢ 81,67
H i '
4. | Kurang baik : o I - o
3. | Tidak baik : 2 i
Jumlah . &0 v 100,00

Sumber : diolah dari Wawancara responden, Agustus 1997

Dalam mengerakkan Swadaya gotong royong masyarakat,
nampaknya dari seluruh responden terdapat sebanyak 31
erang (51, 67 %) menganggap cukup baik dalam menggerakkan
swadaya dan gotong royong masyarakat, diikuti dengan

responden yang menganggap bahwa sudah tergolong baik




pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebanyak
19 orang atau ZF1,867 % ﬁan yang menganggap sangat baik
pelaksanaan swadaya dan gotong royong sebanyak I  orang
atauw S %. Sedangkan responden yang menganggap masih
kurang baik dalam menggerakkan swadaya dan gotong rDyDng
baik dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong
masyarakat untuk merelaisasikan proyek/program
pembangunan desa .sebanyak S orang atau .22 % dan vang
menganggap tidak baik hanya 2 orang atau 3,33 %.

Dari pendapat umum responden yang menyatakan cukup
baik pelaksanaan dan menggerakkan swadaya dan gotong
royong masyarakat tersebut, didukung dengan adanya kasus
responden sebagi berikut :

Responden No. 13 menyatakan bahwa "swadaya dan gotong

rayong masyarakat, dibagi dalam dua bagian pokok namun

semuanya dinilai dengan uang vaitu :

a..Untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan memberikan
dana atau bahan, biasanya diwajibkan memberikan
sumbangan uang atau bahan.

b. Untuk masyarakat yang kurang mampu  hanya diwajibkan
menyumbangkan tenaganya.

Klasifikasi tersebut menurut responden terkadang
menimbulkan kecemburuan sosial antara lain tuan—tuan
tanah vyang tidak pernah memberikan sumbangan langsung
dalam pembangunan irigasi dab pengairan desa tidak parnah

diwajibkan terlibat langsung dalam perbaikan =saluran




irigasi. Demikian pula bagi keluarga-keluarga bangsawan
dan pegawai hampir tidak pernah terlibat dalam kerja
bakti dan dianggapnya sebagai kegiatan yang tidak sesuai
dengan derajat kebangsawanan.

Dari penjelasan responden di atas, dapat dinyvatakan
bahwa pada dasarnya upava menggerakkan swadaya dan
gotong royong masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik
dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, namun dalam
ﬁenunjukkan masyarakat vyang diwajibkan bekerja keras
masih kurang baik. Alaszan inilah menurut penjelasan
respﬁnden No. 13 secara tegas menilai pelaksanaan swadaya
dan gotong royong masyarakat dalam merealizsasikan
proyek/program pembangunan desa di Kelurahan Labessi
Kecamatan Mario-Riwawo cukup baik, karena suatu sisi
tujuwannya dinilai baik dan disini lain proses
pelaksanaannya kurang baik.

Apabila ketiga tabel tersebut di atas diamati

kemudian direlevansikan dengan beberapa komentar
responden yang menjadi kasus, maka dapat ditarik
kesimpulan secara keseluruhan dari pelaksanaan

pembangunan dess bahwa, pelaksanaan pembangunan desa di
Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, secara
kualitatif realisasi pencapaian target sudah tergolong
"efektif" dimana seluruh target dapat terelasisasi sesuai
rencana. Di pihak lain secara kwalitayif pelaksanaan

pelaksanaan pembangunan desa masih tergolong relatif




‘cukup baik’ hal ini di lihat dari tanggapan responden
tentang kegiatan fisik dan penggerakan sehingga swadava
dan gotong royong masyarakat yang didukung dari beberapa
kasus komentar responden yang memﬁertegas bahwa masih

tergolong cukup efektif.

- Kendala-kendala yang menjadi Faktor Penghambat

Dalam wusaha untuk lebih meningkatkan efektifitas
pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi kKecamatan
Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Sopeng, masih
dihadapkan pada beberapa kendala sebagi faktor
penghambat vyaituy terbatasnya dana, kurangnya tenaga skill

dan faktor tradisi masyarakat.
1. Terbatasnya Dana

Fada pembahasan dahulu telah dijelaskan bahwa
sumber biaya yvang terbesar dalam anggaran pembangunan
desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo
adalah bersumber dari hasil swadaya dan gotong royong
masyarakat, vyakni setiap tahun rata-rata mencapai
sekitar 80 % dari seluruh jumlah anggaran pehbangunan.

Sebagai bahan perbandingén pada lampiran Ile,
pada tahun 1921/1992 jumlah anggaraan penerimaanl di
Kelurahan Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo yang
terealisasi sebanyak Rp 33.3F1.000,-. Dari jumlah
tersebut terdapat sis=a jumlah anggaran tahun anggaran

yang selalu sebanyak Rp. 1.279.000,- atau 3,26 7L dari




seluruh jumlah anggaran penerimaan yang direalisasikan
kemudian dana ganjaran RplS5.000,- atau 0,04 Yoy
Sumbangan dan bantuan Femerinntah Fusat sebanvyak
Rp.2.5300.000,- atau 7,08 % vyang bersumber dari
Femerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak
Rp.2.400.000,~ atau 6,80 %“x sumbangan dan bantuan
Femerintah Daerah Tingkat II dan Instansi lain
sebanyak Rp. 2.250.000,- atau 6,37 %, sedangkan sumber
dana vang terbesar adalah dari swadava dan
partisipasi masyarakat vyang dinilai dengan uang
sebanyak Rp. 27.845.000,- atau 78,92 % dari seluruh
anggaran.

Ferlu dipertegas bahwa sumber dana yang
diperoleh dari swadaya dan gotong royong masyarakat
tersebut hanva di lambangkan dengan nilai uang, antara

lain seiap orang yang ikut bergotong roybng dinilai

Rp.5000,- /hari sudah termasuk uang mak an dan
transport, bahkan menurut informasi yang diperoleh
bahwa sebagian besar dari nilai tersebut hanya

bersumber dari tenaga, di mana masyarakat dianjurkan
terlibat bekerja secara gotong royong cuntuk
melaksanakan pembangunan. Terkecuali dalam pembangunan
bidang sosial khususnya dalam pembangunan prasarana
ibadah secara nyata cukup besar swadaya masyarakat
yang berbentuk wang dan  bahan. MNamun sebelum

diperjelas tentang persocalan masalah kurangnya dana
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sebagai faktor penghambat, terlebih dahulu dijelaskan
mengenal bentuk Swadaya dan Partisipasi masyarakat
yang sering disumbangakan dalam pelaksanaan
pembanéunan, hal ini dapat dilihat " pada tabel
berikutini :
TABEL XII
BENTUK SWADAYA DAN FARTISIPASI YSNG TEREANYAK
DIRERIKAN QOLEH RESFONDEN DLAM FELAKSANAAN

TIAF BIDANG FEMBANGLINAN CADA TAHLUN
ANGGARAN 1991/1992

No. Benmtuk swadaya Bidang pembangunan rata-
dan partisi- Produksi . Ferhubungan. Sosial rata
pasi masy. (2 (%) (%) (%)
1. Fikiran 9 2 & b,&7
{(6,87) (Z:33) (10,00)

2. Rahan 2 2 i 15,58
(3,33) (13 ,353) (20 ,00)

3. Uang 1 1 22 13,33
(1,57) (1,67) (36,.67)

4. Tenaga 4 47 14 52,78
(36,686) (78,34) 25,33)

S. Tidak ada 9 2 = 11,67
(31,67) S B3 )

Jumlah &0 &0 &0 100,00

(100%) (100%) (100%)

Sumber : Hasil wawancara responden N. 60, Agustus 1992

Catatan : X Jumlah responden &0 Grang, masing masing
menilai seiap bidang pembangunan.

E Fembangunan bidang prasarana Pemasaran tidak
diprogramkan selama S tahbun.

X Prasarana pemerintahan Desa dan lainnya
digabungkan dalam anggaran pembangunan bidang




Prasarana sosial.

Dalam kenyataan menunjukkan pada tabel tersebut
bahwa pada tahun anggaran 1991/19922 rata-rata sebégian
besar responden dalam kegiatan pembangunan masih
memberikan Swadayva dan partisipasinya dalam lbentuk
bahan 15,55 %, bentuk pikiran-6,67 % dan dalam bentuk
ugng Tt S A Sedangkan yang menyatakan tidak ada
swadaya dan Partisipasinya dalam bentuk apapun  vyakni
mencapai sebanyak 11,67 %.

Dengan demikian dari jumlah dana anggaran Yang
direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa
Kelurahan Labescsi Kecamatan Marioc-Riwawo sekita r 558 %
dalam birmntuk tanaga vyang dinilai dengan uang,
perhitungan angagaran 1991 /1992 sebanvak Fp.
27.865.200,-x 85 % = Rp.lS.EZﬁ.SbO,—. Dan kasusnya
yang dapat berpengaruh langsung adalah swadaya dan

partisipasi dalam bentuk bahan dan uang hanya sebanyak

Rp. 15,55 A i R B 10, o b Rp.27.865.200 =
Rp.8.847.46%,~.
Dari keselurubhan dana yang tersedia dalam

pelaksanaan proyek pembangunan ini, nampaknya masih
dinilai kurang memadai, baik vyang bersumber dari
bantuan Ppemerintah sshagai dana pengerak maupun dana
yang bersumbér dari swadaya masyarakat. Untuk jelasnva

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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TABEL XIII

TANGGAFAN RESFONDEN TENTANG KEMAMFUAN DADA
YANG TERSEDIA DALAM FELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN LABESSI

No.! Tanggapan Responden . i Fekuensi| %
1. | Sangat memadai untuk pengembangan | — HE
' ‘ '
2 ; Memadai untuk pengembangan ; 4 ; & .67
. ' '
i ; Cukup memadai untuk pengembangan ; 19 ; 51,67
' ' '
4. E Kurang memadai untuk pengembangan ; b ) ; ol .66
o = ; Tidak memadai untuk pengambangan ; 2 ; 10,00
H i ‘
Jumlah {60 v 100,00
Sumber : diclah dari wawancara responden, Agustus 1997
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan

sementara sehubungan dengan dana vang tersedia dalam

pelaksanaan proyek pembangunan desa di Kelurahan
Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan desa tingkat swadaya dan
gotong royong masyarakat tergolong tingki tingkat

partisipasiwadaya masyarakat, namun hanya sebagian
besar berbentuk tenaga masyarakat vyang digerakhkan,
kemudian dinilai dalam bentuk uang pada anggaran
pembangunan. Dalam kenyataannya, sehinga pada tabel
XIII, nampak sekitar 51,66 7% responden memberikan
tanggapan terhadap kemampuan dana tersedia masih

kurang memadai untuk pengembangan, dan Yang
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menyebabkan tidak memadai untuk pengembangan sekitar
10%. Tanggapan lain yang ditegaskan responden yang
menyatakan cukup memadai dan memadali untuk
pengembangan masing-masing sebanyak 31,467 % dan &.&7%.
Fenilaian responden tersebut di atas membuktikan
bahwa salah satu faktor penghambat vyanag menjadi
kéndala pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan
Labessi FKecamatan Mario-Riwawo adalah kurang
memadainya dana, teutama sumber danalyang berupa  uwang
dan bahan, sebab hal ini merupakan dana yang
memancing/mendorong kegiatan masyarakat desa yang

lebih besar lagi.
Kurang Berfungsinya Lembaga-Lembaga Desa

Felaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi
Fecamatan Marim—Riwaﬂo dewasa 1ini tergolong 1lebih
cukup efektif, ini berarti masih perlu peningkatan
berbagai kegistan. Mamun dalam usaha urntuk
meningkatkan efektifitas kegiatan pembangunan masih
dihadapkan kurang berfungsinya lembaga-lembaga
magyarakat desa terutama keterbatasan dan penggerag
seperti telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

Sebagaimana diketahui ditengah-tengah masyarakat
sekarang ini, lembaga lembaga masyarakat semakin

banyak tumbuh, bagaikan jamur baik vyang dibetuk

berdasarkan keputusan keputusan pemerintah, maupun



yang dibentuk oleh masyvarakat ity - sendiri. Di

Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo sekarang ini

terdapat sekitar &4 lembaga atau organisasi
masyarakat. Jumlah organisasi lembaga masyarakat
tersebut bergabung secara ‘inteegral melaksanakan

pembangunan masyarakat desa dalam Lembaga—lembaga
ketahanan masyarakat desa (LKMD). Setiap seksi dalam
LEMD masing-masing mempunyai lembaga Yang langsung
ditengah-tengah masyarakat, ini berarti lembaga—
lembaga atau organisasi dalam masyarakat merupakan
ujung tombak ¥Yang menggerakkan Partisipasi masyarakat
dalam pembangurnan masyarakat desa itu sendiri.

Fungsi pokok lembaga—lembaga masyarakat desa
tgrsebut adalah menyalurkan ide-ide atau keinginan-—
keinginan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun
dalam kenyataan yang ada berdasar hasil PeEngumpul an
data di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo masih
relatif kurang melaksanakan fungsinva dengan baik.

Untuk Jelasnya dapat dilihat Fada tabel berikut ini
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TAEBEL XIV

TANGGAFAN RESFONDEMN TERHADAF TINGKAT FELAKSANAGHN
FUNGSI LEMBAGA-LEMEBAGA MASYARAKAT DESA DALAM
FEMEANGUMNAN DI KELURAHAN LAMEESSI

No.Tanggapan Klasifikasi Lembaga Masyarakat Rata—
Desa F/(% rata
F{x F{4) k(%) L{%) (%)
1. Sangat berfungsi - 16 20 1 15,42
(26,67) (Z3,23) (1,467)
2. Berfungasi - 28 a3 20,83
dengan baik . (31,67) (43,33) (8,33)
ZF. Cukup berfungsi z2 20 14 11 1958
(333} (33, 338) (23,3F) (18,33)
4. kKurang berfungsi 37 ] - 27 28,78
(&1,67) (8.33) (45,00}
. Tidak berfungsi 21 - = 14 15,42
(35,09 (2&,67)
Jumlah &0 &0 &0 100,00
(100%) {100%) (100%)

Sumber : Hasil wawancara responden N. &0, Agustus 1992

Catatan

m
1l

Ekonami
F = Fendidikan
K. = Keagamaan
B Lain—-lain
# Jumlah respomdem &0 orang masing-masing menilai
klasifikasi lemnbaga desa.

¥ Jenis Lemabaga Desa dapat dilibhat pada Tabel Eab
ITI.

Keberaan lembaga masyarakat desa masih dirasakan
kurarng melaksanakan fungsinva oleh rata—-rata sekitar
28,35 % + responden yang mengatakan  tidak berfungsi

15.,42%. Dalam hal pelaksanaan fungsi lembaga—lembaga




masyarakat tersebut terdapat sebanvyak 19,58 %
responden  yang menganagap sudah cukup berfungsi,
kemudian vang menganggap berfungsi dengan  baik  dan
sangat berfungsi, masing-masing sebanvyak 20,83 4 dsn
15,42 %.

keempat klasifikasi lembaga masyarakat desa
tersebut nampaknya masih baﬁyak sebagian diantaranva
kurang berfungsi dan sebagian pula sudah tergolong
berfungsi. Untuk klasifikasi lembaga masvarakat desa
Yarec tergolong berfungsi yaitu lembaga-lembaga
keagamaan antara lain panitia pembangunan masjid,
pengurus masjid, FENQUrUs remaja masjid, lembaga
masyarakat desa yang tergolong cukup berfungsi vyaitu
lembaga-lembaga pendidikan terdiri dari : Tamann
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Taman Fendidikan Al-
Ouran.

Sedangkan lembaga desa yang tergoclong kurang
berfungsi yaitu lembaga skonomi desa vang terdiri dari
Koperasi Umit Desa, nampaknya belum melayani
masyarakat di daesrah ini, dan lumbung desa, kemudia
lembaga—lembaga lain terdiri dari kelompencapir,
kelompok wanmita tani  dan kelompok kerja Fembina
Kesejahteraan kKeluarga (FKk).

Adanya variasi penilaian responden yvang berbeda

terhadap setiap klasifikasi lembaga masyarakat desa

tersebut secara kessluruhan masih dinalai rata-rata
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cenderung kurang berfungsi. Sehingga dalam proses
pembangunan masyarakat desa terkadang masyarakat tidak
mempunyai saluran aspirasi.

Fenyebab kurang berfungsinya lembaga masyarakat
desa tersebut adalah terutama dipengaruhi oleh faktor
kurangnya kemampuan pengurus lembaga masyarakat desa,
ditambah adanya perangkapan jabatan kepengurusan pada
2 - I kepengurusan lembaga masyarakat desa, termasuk
kurangnya dana penggerak lembaga masyarakat de=a
seperti yang telah dibahas pada sub bab pembahasan

vyang laim.

Kurangnya Tenaga Terampil

Disamping kurangnya dana dan kurang berfungsinva
lembaga masyarakat desa, kurangnya tenaga terampil
menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan
masyarakat desa di Kelurahan Labessi Kecamatan HMario-—
Riwawo. Kurangnya tenaga terampil tersebut dirasakan
secara nyata dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan
potensi desa antara lain dalam perencanaan pembangunan
belum ada tenaga vang mampu menyusun rencana
pemanfaatan potensi pembangunan dengan baik, begitu
pula dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan.

Berbagai potensi yang layak ada ditengah—tenagah

ternyata belum digali dengan efektif, hal imi




&9

disebabkan karena kurangnya tenaga terampil untuk
mengelola secara tetap. Namun untuk lebih jelasnvya
mengenai kémampuan tenaga terampil dalam mengelola
potensi pembangunan masyarakat desa, dapat dilihat

pada tabel berikut ini
TABEL XV

TANGGAFAN RESFONDEN
TENTANG KEMAMFUAN TENAGA TERAMFIL
YANG MENGELOLA FOTENSI FEMEBANGUNAN

DI KELURAHAN LARESSI

Mo.! Tanggapan Responden i Fekuensi, %
e ! Sangét terampil : = | =
' ' "
2. E Terampil ; 1 ; 1 péct
S ; Cukup terampil ; g ; S
) ' '
4, E Kurang terampil ; 2 ; SE.I3
i ; Tidak terampil 5 19 ; 31,867
: : :
Jumlah | ! &0 bo100,00

Sumber: diolah dari wawancara responden, Agustus 1992

Kenyataan menunjukkan bahwa dari seluruh
responden dalam peneliitian ini sebahagian besar
berpendapat bahwa di kKelurahan Labessi Fecamatan

Mario-Riwawo tenaga terampil masih kurang, hal ini
nampak dengan adanya 53,33 % responden menyatakan
bahwa pengelola pembangunan masyarakat desa yang

kurang terampil, ditambah lagi adanya responden vyang

menganggap pengelola  pembangunan masyarakat desa
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tergolong tidak terampil F1.467 “. Untuk rESpEnden Yang
menganggap sudab cukup terampil 13,35 % dan  terampil
1,567 %. Sedangkan kategori sangat terampil tidak ada.

" Adanva sebahagian besa responden yvang menyatakan
bahwa pengelola pembangunan masyarakat masyarakat desa
tergolong relatif kurang terampil ini membuktikan
babhwa hal terssbut merupakan salah satu kendala vyang

menghambat pelaksanaan pembangunan desa di |, Kelurahan

Labessi Kecamatan Mario-Riwawo.
C. Langkah—-Langkah Femecahan Faktor Kendala Fembangunan

1. Mengatasi Keterbatasan Dana

Seperti  vang telah dibahas dalam Bab IV Sub E.1
vang menskankan masih kurangnya aana sebagai kendala
varng menghambat pelaksanaan pembangunan masyarakat
desa di kKelurahan Labessi Kecamatan Maric-Riwawo,
untuk mengatasi masalah  tersebut, menurut hasil
analisis data, dapat ditempuh beberapa langkah sebagai
berikut :
. Menggali sumbsr—-sumber pendapsatan dari masvarakat

- Dengan tidak. mengurangi nilal kekeluargaan dan

gotrovong masvarakat,perlu  diupayvakan sember
pendapatan pembangunan dari masyarakat
masyarakat, bukan hanya mengharapkan tenaga

masyarakat wyang dinilai dengan uwang, melainkan

menggali sumber—-sumber oendapatan melalui
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pemungutan desa, antara lain pungutan
pemaliharaan jalan desa, yakni setiap kendaraan
tertentu vyang melewati poros jalan desa perlu
diberikan pungutan pemeliharaan jalan.

— Kecenderungan besar masyarakat untuk memberikan
swadaya dalam bentuk uang damn bahan hanya pada
pembangunan bidang sosial terutama pembangunan
bidang pprasarana ibadah. Kecenderungan pola
berfikivr masyarakat tersebut perlu diruban
dengan memberikan penyulubhan atau pendekatan
kepada masvyvarakat, sehingga masvarakat secara
maril melihat pembangunan di daerahbnvya adalah
pambangunan SECara  LmLm, angg%pan masyarakat
yang menyatakan pembangunan jalan, jembatan dan
gedung—gedung kantor, serta prasarana lain

diluar prasarana ibadah alaalah hanya kewajiban

pemerintah dan amalnya belum jelas dalam
memberikan bantuan, hal tersebut lah perlu
dirubah, s=hingga totalitas pembangunan
masyarakat desa didukung dengan adanya

partisipasi masyarakat secara merata melalui
swadaya dan gotong royong masvarakat dan bukaﬁ
hanya cenderung pada pembangunan bhidang sosial
Saja.

b. Menialin koordinasi antara pemerintah FKelurahan

dengan Femerintah Daerah Tingkat II1 Soppeng dan




Gubernur Kepala Derah Tingkat I Sulawesi Selatan
dan Femerintah Pusat, serta Instansi Vertikal agar
dana proyek pembangunan desa dapat dialokasikan
dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di
Kelurahan Labessi Kecamatan Mario—-Riwawo.

C. Mengadakan suatu kegiatan usaha ekonomi desa yang
produktif, antara lain merupakan kebun desa,
pengadaan mesin pompa air untuk penyewaan dan usaha
desa lainnya vang produktif,

Dari ketiga alternatif di atas apabila
diusahakan agar dengan melalui berbagai kebijaksanaan
vang dituangkan dalam rencana Lembaga Fetahanan
Masyarakat Desa, memungkinkan persoalan dgna yang

relatif kurang dapat lebih bertambah, utnuk mendorong

pelaksanaan pembangunan desa.
Mengfungsikan Lembaga /Organisasi Masyarakat

Dalam Bab IV SUEB E.2? telah diusahakan pula

masalah kurang berfungsinya lembaga/organisai

1

masyarakat desa sebagai salabh satu  kendala Yang

menghambat efektifitas pelaksanaan pembangunan . Untuk

itu  perlu upaya vyang positif lebih meningkatkan

pelaksanaan fungsi lembaga/organisasi masyarakat desa,
terutama Ibmbaga ekonomi dan lembaga lain valtu

kelompencapir, kelompobk kerja Fembinaan Kesejahteraan

keluarga dan kehjar usaha, serta kelompk tani. Adapun




langkah—langkah Yang dapat ditempuh adalah sebagai

berikut :

&. Mengadakan pembinaan kepengurusan lembaga-lembaga
masyarakat desa, berarti setiap pengurus diberikan
pendidikan kader, dimana dewasa ini daerah telah
memberikan pendidikan kader pembangunan desa.

b. Meingkatkan kerja sama antar lembaga desa, untuk
itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang
bertugas untuk mengkoordinir seluruh lembaga desa
di wilayahnya, perlu  lebih memperjelas lembaga
kerja sSama antar lembaga dess baik dalam
pErencanaan  maupun dalam pelaksanaan. Sehingga
lembaga~lembaga desa tidak berjalan sendiri-sendiri
Yang hanva mengharapkan pemerintah dari instansi
yang membina masing-masing lembaga desa. Hal
tersebut akan mewujudkan keterpaduan dan sinkro-
nisasi kegiatan antar lembaga-lembaga desa di

wilayah kerjanya.

3. Meningkatkan Tenaga Terampil
- Kuranganya tenaga terampil dalam pelaksanaan
pembangunan di pembangunan masih menjadi kendala,
sehinga potensi desa kurang digali dan dimanfaatkan,
denikian juga dalam pelaksanaan pembangunan, terkadang

kurang efektif, hal ini semua dipengaruhi oleh

keterbatasan tenaga terampil. Untuk mengatasi kendals
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tersebut, dapat ditempuh beberapa alternatif pemecahan
sebagai berikut :

a. Memilih beberapa putra desa yang dapat diberikan
biavya siswa desa, untuk mengikuti kursus—kursus
sehubungan dengan latar belakang potensi, antara 1lain
kursus ketrampilan kerajinan, ketrampilan bidang

teknologi tepat guna.

E. Menjalin hubungan koordinasi antara pamerintah
Kelurahan dengan lembaga-lembaga pendidikan vang
diselenggarakan oleh Femerintah, antara lain :

mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan'
kader pembangunan desza,., kader pembinaan kKesejahteraan
keluarga dan kader tenaga sosial.

Dari beberapa alternatif apabila diupayakan
pelaksanaannya, memungkinkan seluruh kendala-kendala
yang  dianggap dominan, dapat teratasi, sehingga
pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi

Kecamatan Mario—-FRiwawo berjalan lebih efektif lagi.




BAR V
KESIMFULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

BEerdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian
dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dapatlah ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara hkwantitatif tingkat pelaksanaan pembangunan
desa dilihat dari realisasi pencapaian target rata-
rata efektif.

2. Secara kwalitatif tingkat pelaksanaan pembangunan desa
dilihat dari pembagian kerja dan penggerakan swadaya
dan gotong royong masvarakat desa tergolong relatif
"cukup efektif".

. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Felurahan

[

Labessi Kecamatan Marioc—-Riwawo masih dihadapkan pada

beberapa kendala yang menjadi penghambat vaitu:

- Terbatasnya dana terutama sumber danma vang ber-
bentuk uang dan bahan, kendatipun nilai swadaya
dam gotong royong masyvarakat timggi  hanva dalam
bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.

-  kurang berfungsinya lembaga-lembaga masyvarakat desa
terutama lembaga ekonomi, dan lembaga lain, selain
lembaga sosial keagamaan.

-  FKuranagnya tenaga terampil terutama tenagas vyanog
dapat mendorong produktifitas masyarakat desa.

4. Untuk mengatasi kendala—kendala vanng menjadi faktor
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penghambat pelaksanaan pembangunan masyarakat desa
ditempuh beberapa alternatif antara lain :
Mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga Yang
menjadi donotur keuangan dan mengadakan hubungan
dengan putra-putri kelahiran desa, memberikan
partisipasi langsung dalam bentuk uang atau bahan,
sehingga sumber dana tersebut dapat menjadi dana
penggerak swadaya masyarakat terutama dalam bentuk
uang atau bahan.

Lembaga—lembaga masyarakat desa yang ada dibe;ikan
pembinaan secara bertahap, terutama pada tahap
pertama adalah dengan mengatur dan memperjelas
kedudukan dan fungsi setiap lembaga desa dalam
Lembaga Ketahanan Masvarakat Desa, ke@udian
mengadakan pembinaan pengurus dengan mengusahakan
peningkatan ketrampilan Pengurus dan meniadakan
perangkapan kepengurusan (Ketua) dalam wilayah desa
yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan dan menambah  tenaga terampil di
kKelurahan Labessi FKecamatan Mario-Riwawo, perlu
mengadakan tenaga koordinasi dengan lembaga
pendidikan dan ketrampilan baik ¥Yang
diselenggarakan oleh swasta maupun oleh pemerintah
sehingga putra-putri decsa yang putus sekolah diikut
sertakan dalam program  pendidikan dan latihan

kerja.
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B. Saran—saran
"Adapun saran  penulis sehubungan dengan upaya
peningkatan pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan
Labessi Kecamatan Maric—-Riwawo adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya dalam menggerakkan kekuatan potensi swadavya
dan gotong rovong masyarakat, dilaksanakan secara
merata tanpa mengecualikan bebesrapa golongan tertentu
dalam masyarakat, sehingga kecemburuan sosial tidak
terlalu nampak. ’
2. Sejogyanya sumber dana dari masyarakat lebih diori-
entasikan pada swadaya masyarakat dalam bentuk uang
atau bahan, bukan hanya dominan dalam bentuk tenaga.
2. Mengingat belum adanya lembaga ekonomi terutama
Koperasi Unit Desa di daerah ini, untuk itu hendaknya
tokoh masyarakat di daerah ini segera membentuk
koperasi atau kejar usaha. Regitu pula lembaga—lembaga
desa vyang ada lainnya dikoordinir dengan baik dalam
wadah Lembaga kKetahanan Masyarakat Desa tersebut dapat
lebih berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat
dalam pembangunan.
4. Hendaknya Femerintah Kelurahan Labessi sebagai FKetua
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengarahkan Lembaga
ketahanan Masyarakat Desa untuk merumuskan program

khusus untuk meningkatkan ketrampilan pemuda pedesaan,

khususnya pemuda yvang putus sekolah.
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LAMFIRAN IIIa

TARGET DAN REALISASI FISIK FPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PRASARANA FRODUKSI DI KELURAHAN LABESSI

TAHUN ANGGARAN 1987/1988 — 1991/1992

78

No . Jenis provek Target fisik Realisasi

/volume Fisik .

%

A. Tabun Anggaran 198771993

1. Rehabilitasi berndungan

Lantai I1I (Balajenne) FOO m FO0 m 100,00
2. Fembuatan bendungan/sa
luran air Labessi 475 4465 m 57, 80
Z. FPemeliharaan bendungan
lingkungan Cangko 1.887 1.557 m 100,00
4. Tambahan madal kerja
FEE (piring) 12 lusin 12 llusin 100,00
Rata-rata ) tahun 198771988 9.3
B. Tahun Anggaran 1988/198%9
1. Ferbaikan saluran air
bendungan Lantzi I 270 m €13 m 79,0
2. Ferbaikan saluran air
tendungan lantai II FO0 m FOCG m 100,0
“. Saluran air lingkungan/
Cangko/Labessi 1.558 m 1,555 m 100,0
4. FPengadaan tanah untuk
pembibitan kebun desa &00 m &S00 m 100,0
Fata-rata tabun 1988/s192% 24,73
C. Tahun 198%9/1990
1. Femeliharaan saluran air
dan bendungan Labessi 475 m 475 m 100,40
2. Femeliharaan saluran air
dan bendungan Lantai I 270 m 270 m 100,0

Z. Pemeliharaan saluran air




dan bendungan lantai 11 00 m Q00 m 100,0

4. Pemeliharaan lingkungan
Cangko 1,999 ™ 1.555 m 100,00

rRata-rata tabun 1989/1770 100,0

D. Tahun Anggaran 1990/1271

1. Femeliharaan bendungan/
Saluran air Lantai I 160 m 160 m 100,0

+)

. Femeliharaan bendungan/
saluran air Lantail II S00 m 00 m 100,

i

. Femesliharaan bendungan/
saluran air Labessi 475 i 475 m 100,0

4., Femeliharaan bendungan/ _
saluran air bare—bare 7560 m 760 m - 100,0

5, Pemeliharaan bendungan/
saluran air Folejenne &85 m &68% m 100,0

&. Tambahan modal keria
FEE (kursi sewa) a0 buah =0 buah 100,00

Fata-rata tahun 1990/1991 100,0

E. Tahun aAngaaran 19921/1%92

1. Femeliharaan = buah ben
dungan/saluran irigasi 2.765 m 2.765 m 100,0

2a Femeliharaankebun de=sa
3 Ha = Ha Z Ha 100,0

. Tambahan modal untuk

PIK
4, Fengadaan bibit swasta
{koker) SO0 phn S00 phn 100,0
Rata—rata tahun 199171992 100,0

Jumlah rata-rata A.B,C,D,E 98,.4% %
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LAMFIRAN IIIb

|
TARGET DAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN FEMBANGUNAN
DIRIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN DI KELURAHAN LABESSI

TAHUN ANGGARAN 1987/1988-1991/1992

Mo. Jenis Frovek Yolume . Fealisasi
Target Volume Fersen

Tahun Anggaran 1987/1238

1. Femeliharaan jalan Desa dalam
lingkungan Labessi/Congko 2,3 Km 2. 5KEm 100,00

2. Femeliharaan jalan Desa Foros
Medekkang Lagosi 2100m 2100m 100,00

Z. Pemeliharaan jalan Desa Foros

Ulange — JarakE 2000w 2000m 100,00
4. FPemeliharaan jalan Desa Foros 1750m 1750m 100,00
9. Femeliharaan jalan sawah RW I 8200m 8CQ0m 106,00
&. Femeliharaan jembatan 10 buah 10 buah 100,00

Rata—rata Tahun 198771988 100,00

Tahun Anggayran 1988/19289

1. Pembangunan Driker jalan Bhakti 2 buah 2 buah 100,00

Z. Lanjutan FPembangunan jalan
poros Congko-Lagosi Z500m S000m 100,00

Z. Lanjutan Fembangunan desa
Kantor Kalurahan Folelolo 450m 450m 100,00

4. Femsliharaan Jalan Desa Ling-
kungan Cenghko dan Labessi 2500m 2500m 100,00

Rata~rata Tahun 1988/198% F8.00
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Mo. Jenis Froyek Volume . Fealisasi
‘ Target Yolume Fersen

C. Tahun Anggaran 198%/13F0

1. Femeliharaan Jjalan Desa poros
Congko-Lagosi 2500m 2500m 100,00

Z. Femeliharaan Jjalan Desa Foros
Labessi—-Atakka 1700m 1700m 100,00

Z. Pemeliharaan jalan Desa Foros
Kapiring—Masumpu 2000m 2000m 100,00

Rata-rata Tahun 1989/1920 100,00

D. Tahun Anggaran 199071791

o

1. Pemeliharaan jalan Lebessi Atakka 795m 795m 100G, 00

2. Femeliharaan Jjalan Fekuburan
LalanggE B50m 850m 100,00

. Pemeliharaan jalan Fekuburan
Lajanggo 47 5m 47 5m 100, 00

4, Rehabilitasi Jembatan Kebun desa 2 buah 2 buah 100,00

5. Gotong royong kebersihan jalan
Jalan propinasi 1&600m 1600m 100,00

Rata-rata Tahun 177071971 100,00

E. Tahun Anagaran 1921/1%32

1. Fembangunan Jembatan Kayu 2 buah 2 buah 100,00

2. Femeliharaan jalan Desa Foros
Labessi - Atakka Z400m 2400m 100,00

Z. Pemeliharaan jalan desa poros

FKuburan LalangE 7350m 750m 100,00
4. Femeliharasan Jalan desa poros

Fekuburan Lajanggo 450m 480m 100,00
5. Fembangunan Druiker 2 buah 2 buah 100,00

Rata—rata Tahun 21/92 100,00

Total rata-rata A,R.C,D,E 99,60 %
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LAMFIRAN IIIc

TARGET DAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN FEMBANGUNAN
DIRIDANG PRASARANA SOSIAL DI KELURAHAN LABESSI
TAHUN ANGGARAN 1987/1988-1991/1992

Jenis Proyek

Mo. Yolume . Realisasi
Target Volume Fersen
Tahun Anggaran 1987/1988
1. Lanjutan pembangunan Fondasi -
Mesjid Congko IO m= Z0m* 100,00
2. Lanjutan pembangunan menara
mesjid Labessi lbuah lbuah 100,00
3. Pembuatan pagar besi kantor
Kelurahan 15m 15m 100,00
4. Rehabilitasi mesjid Lalange -4 Fe
{(plapond) 40m=< 40m= 100,00
S. Rehabilitasi mushallah Maddekang
(cet) sSemua semua 100,00
&. Fembuatan pagar kawat mesjid
MattirowaliE keliling keliling 100,00
7. FPembuatan pagar kawat Fekuburan
BeccuranggE keliling keliling 100,00
2. Fembuatan papan pengenal
lapangan RW dan RT 21 buah 21 buah 100,00
?. Rehabilitasi Balai Pertemuan O T T T 1 Unit 100,00
0. Fengadaan mesin ketik Kantor
Kelurahan 1 buah 1 Buah 100,00
1. Pembebasan tanah Kantor - =
Kelurahan 295 m~< 195 @< 100,00
2. B.P.3F 8D & buah & buah 100,00
Tahun 1987/1928 100,00
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No. Jenis Froyek Volume . Realisasi
Target Valume Fersen
B. Tahun Anggaran 19288/193%
1. Fengadaan Hendy 1 buah 1 buah 100,00
2. Fembuatan batas lingkungan,
RW dan NAma jalan o5 buah 35 buah 100,00
2. FPemasangan Felapos Masjid . ”
Labessi 38 M 33 m* 100,00
4. Rehabilitasi Mesjid LalanE 1 unit 1 unit 100,00
3. Femasangan kawat Taman-— :
Kanak keliling keliling 100,00
5. FPemasangan pagar tembok - .
Kantor kelurahan Labessi 25m=< 25m* 100,00
7. Fenyelesaian pembebasan tanah 5 -
kantor Kelurahan S3m= 53m* 100,00
8. Pembuatan alat Feraga Taman
Kanak—-kanak B unit Sounit 100,00
7. Femasangan tegel Ralai Fertemuan -
Masyarakat 28 m=2 21m= 100,00
3G Swadayé gotong royong tenaga 15proyek 1Sproyek 100,00
Rata-rata Tahun 1983/1989 100,00
C. Tahun Anggaran 1989/19%0
1. Rehabilitasi Fos Ronda 3 buah S buah 100,00
Z. Fembanunan Fos Ronda 1 buah 1 buabh 100,00
Z. Lanjutan pembanunan mesjid
Labessi I wnit 1 unit 100,00
4. Lanjutan pembanunan mesiid
LalangE 1 umit 1 unit 140,00
S. Lanjutan pembanunan mesjid
Congko I pmit 1 unit 100,00

Fursus Dasar Wisma FEEK

k.

orang 2 orang 100,00
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No. Jenis Froyek Volume . Realisasi
Target Yolume Fersen
7.  Bulan Bakti LKMD (baju Kaos) 40 Lbr 40 Lbr 100,00

8. Fengembangan /kelompok
Fengajian I kKelmp I Klmp 100,00

?. Fengaktifan pos perondaan
Malam ; 299 kk S99 kk 100,00

10. kKebersihan keindahan kota Masyarakat Masy. 100.00

11. Fenggantian tanaman Fenghijauan
kota vang telah mati 130 Fhn 150 phn 100,00

1Z2. Kursus kader kesehatan/Giszi dan
Fembentukan FEMD 3 orang I orang 100,00

1Z. Lanjutan Fembangunan Kantor PEE 1 unit 1 unit 100,00
14. Inpres Bantuan Desa I it Sounit 100,00
15. Inpres Bantuan FEE 1 unit 1 unit 106,00

1&. Rehabilitasi kanter Lingkungan
Lasbessi 1 wpit

unit 100,00

17. Honcorarium guru Taman Kanak-—

kanak LKMD 2 orang 1 orang 100,00
18. Pemasangan Lanjutan Tembok i n
Kantor Desa 27 m= BT M 100,00
D. Tahun Anggaran 1920/1921
1. Fembangunan Foskamling R
WIII/RTW 1 buah 1 buah 100,00
2. Rehabilitasi Foskamling 2 buah 2 buah 100,00
Z. Lanjutan Fembangunan mesjid
LalangE 1 unit 1 upit 100,00
4. Lanjutan Fembangurnan Mesjid
Labessi 1 unit 1 wnit 100,00
5. Bulan Bhakti LKMD &00 orang &0 ocang 1 umit 100,00

&. Fengedaran buku baca Klompen-—
capir 150 buah 150 buah 100,00




No. Jeni FProyek Vaolume. Realisasi
Target Volume %

7. Kebersihan dan KEindahan kota Masva. Masvya. 100,00

8. Femugaran lingkungan Perumahan SSS kk 855 kk 100,00

7. Inpres Bantuan FEEK 1 unit #1 anit 100,00

s Hnnararium Guru TK Labessi 2 orang 2 orang 100,00

11. Lanjutan Fembangunan pagar -
Kantor Kelurahan 32 m 2 m= 100,00

12. Fengembangan Kelompok perngajian 4 klp 4 klp 100,00

13%. Pembangunan FOSYANDU 2 buah 2 buah 100,00

o

14. Fembangunan Sanggar Tani buah 1 buah 100,00

Rata-rata Tahun 1990/1991 100,00

No. Jenis Froyek Volume Realisasi
Target Valume A

1. Fembangunan POS Kamling 1 buah 1 bush 100,00

2. Rahbilitasi Fos Kamling 2 buah 2 buah 1G0,00

Z. Lanjutan Fembangunan mesjiid ;
LalangE& ) 1 anit 1 unit 100,00

4. Lanjutan ‘embangunan mesjid
Labessi 1 unit 1 unit 100,00

5. Fengadaan sarana bacaan
Kelompencapir 100 buah 100 buah 100,00

&. Ferayaan hari raya MNasional

Islam 20 kali 20 kali 100,00
7. FPembinaan pemudas0lag raga T2 klp 12 klp 100,00
8. Penataran F4 dan FEK 15 orang 15 orang 100,00

Fata-rata tahun 1921/1997% 100,00

Sumber : Kantor kKelurahan Labessi, Agustus 1992
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KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa apa yang disazjikan pada pemba -
hasan skripsi ini, mungkin hanya merupakan sebuah serpihan ke-
rikil ilmu dari perjalanan panjang menelusuri samudera ketepi-
an pantai ilmu pengetahuan yang sangat luas, kompleks serta
rumit.

Rasa kekecilan pada diri rupanys dapat terbawazh, namun
dibalik itu razss terharu tetzp bersazms penulis, karena segala-
nys adzlah sebzgai pengakuen manusia terhadap penciptanys un -
tuk lebih banysk mengetzhui kebesaran dan kezgungan Tuhan Yang
Mzha Esa.

Untuk itu ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Mzha Esa penulis patut panjstkan, karena.ates segela limpahan
rehmzt-Nya penulis dapat melaksznakan tugas karya tulis ilmish
ini dzlam bentuk skripsi dengan judul : Pelaksanaan fdminis =
trzsi Pemerintahan Desz Dalam Menunjang Pembangunan di Desa
Lzgasa Kecamztan Katobu Kabupaten Daerzh Tingkat II Muna.

Namun penulis menyadari bzhwa sebagai manusia biasa yang
tidak pernah luput dari kesazlahan serta kehilafan, maka mung -
kin dari berbagai segi skripsi ini masih terasa jauh dari
tingkat kesemyurnaan, karenanya dengan kerendshan hati penulis
menyatakan bzhwa semuz ini sudsh merupaksn pencerminan batas
kemampuan yang dimiliki. Aken tetapi tidaklah berarti penulis
* kehilangan harapan sertz tetap optimis kepada keridhoan Allzah

semoga skripsi ini dapat memenuhi tugas dan persyaratan untuk

iv




mencapai gelar Sarjena Administrasi Negara pada fakultas ilmu
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ABSTRAK

Meningkatnys tugas-tugas umm pemerintahan dan pembang -
unan membawa akibat peningkatan tugas yang harus dilakssnakan
oleh pemerintah. Salah satu komponen dalam penyelenggaraan tu-
gas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Dserah adzlzh
Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah lan -
sung dibawzh Camat,

Tugas Pemerintah Desa merupakan suztu hal yang sangat
rumit karena selain menyelenggarakan tugas pemerintazhan dan
pembangunan juga melaksanakan tugas-tugas kemasyarsksten lain-
nye.

Kerumitan tugas yang harus dilazksanakan oleh Pemerintah
Des2 dipandang perlu adanys pelzksanaan administrasi secara
baik dan terarzh sehingga mampu berfungsi sebagai soko guru
pembangunan, Delam rangka pelaksanaan administrasi ini banyak
hambatan dan masalah yang dihadapi seperti halnya Pemerintah
Dess Lagesss. lMasalah-masalah tersebut berkaitan dengan masalzh
kualitas personil, arah dan kebijazksanaan pembzngunan yang di-
tempuh, koordinasi pembzngunan yang dilakukan sertz sarana dan
fasilitas pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Faktor-fezktor penyebab timbulnya maszlah itupun serbdbs
majemik yang secara keseluruhan membutuhkan penanganan secara
tuntas, sehingga dapat memperlancar pelzksznasan tugas-tugas
yang diemban .oleh pemerintah desa.

Analisa terhadap masalah-masalah tersebut diharapkan da-
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pat membantu pemerintah desz dalam mengidentifikasikan setiagp
permaesaleshan yang ada dan cara serta alternatif pemecahannya,

sehinggz akan dapst memperlancar proses pencapaian tujuan yang

diharepkan.




DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN

1. Petz Desa Lagasa
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lagasa

3. Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Lagasa kepada

Lembaga Musyawarah Desa Lagasa Tahun 1990

xi




BAB., I
PENDAHULUAN
A, Latar Belakapg Masalah.

Pembangunan Nasional Indonesia yang telah, sedang dan
akan terus berlangsung, merupakan salah satu rangkaian perju -
angan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa
dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan kerja yang
serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus di-
kembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan
pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan ber -
tanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekosen -
trasi yang dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Bertitik tolak pada prinsip serta arah kebijaksanaan di-
atas, maka jelas bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya terpu-
sat pada suatu wilayah tertentu melainkan harus menyebar kese-
luruh pelosok wilayah negara terutama di daersh pedesaan dan
bahkan daerah pedesaan merupakan ujung tombak dalam menunjang
keberhasilan Pembangunan Nasionzal.

Oleh karena kegiatan pembangunan sifatnya kompleks, maka
upaya penanganannyapun tidak terlepas dari beraneka macam ma -
salah atau hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Untuk itu

maka dalam pelaksanaan pemﬁangunan di daerah pedesaan dipan -




dang perlu adanya usaha-usaha memperkuat pemerintahan desa
agar makin mampuh menggerakan masyarakat untuk berpartisi-
pasi dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi
desa yang makin meluas dan efektif.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk lebih
mengefektifkan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksa-
naan administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pe-
merintahan desa terutama pelaksanaan administrasi umum,
administrasi kependudukan dan administrasi keuangan secara
baik dan terarah. Dengan tercapainya kondisi ini, maka pe-
merintah desa sebagai pelaksana pemerintahan terendah
langsung dibawah Camat diharapkan dapat melaksanakan fung-
sinya sebagai soko guru pembangunan.
Didalam hubungan inilah akan dicoba untuk melakukan
penelitian tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan
desa dalam menunjang pembangunan di Desa lLagasa Kecamatan
Katobu sebagai salah satu desa di Indonesia, mengingat :
1. Kemajuan dan kelancaran kegiatan dibidang pemerintahan
ikut ditentukan oleh sistem pelaksanaan administrasi
yang baik dan terarah dalam mewujudkan tujuan yang di -
harapkan.

2. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemerintahan desa
sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas pemerin-
tahan dan pembangunan perlu adanya sistem pelaksanaan

administrasi pemerintahan secara teratur.




B. Batasan Masalah.
| Mengingat bshwa pelaksanaan administrasi pemerintahan
desa merupakan masalah yang sangat kompleks, maka dalam pe-
nelitign ini akan dirumuskan batasan permasalahan yang akan
dibahas adalah sebagai berikut : |
1. Bagaimana pelakssnaan administrasi pemerintahan desa La-
gasa Kecamatan Katobu Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan
administrasi pemerintahan desa Lagasa ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pemerintah-
an desa Lagasa.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Desa Lagasa dalam pelaksanaan administrasi
pemerintahan desanya.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah
Tingkat II Muna, khususnyaz kepada Pemerintah Desa La-
gasa Kecamatan Katobu sehingga hambatan selama ini
dapat diatasi dan dipecahkan.

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses penye-
lesaian studi pada fakultas ilmu sosizl dan ilmu po-

litik universitas "45" Ujung Pandang.




D. Metode Penelitizan.

1.

Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini ada-
lah Desa Lagasa Kecamatan Katobu Kabupaten Daerah Ting-
kat II Muna. Desa ini terletak pada bahagian selatan
Ibukota Kabupaten Muna yang berjarak kurang lebih 5:Kilo
meter.

Desa Lagasa dijadikan sebagai obyek penelitian
berdasarkan pemilihan secara purposive dari & (enam) de-
sa yang ada di Kecamatan Katobu. Dasar pemilihan karena
Desa Lagasa pernah berhasil meraih juara II dalam lomba
desa se-propinsi Sulawesi Tenggara, dan juga pada tahun
1990 desa ini merupakan tempat berlangsungnya Pekan
Orientasi Bulan Bakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(ILKMD) se-propinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu Desa Lagasa juga merupakan desa percon-
tohan dalam hal penyusunan Anggaran Penerimaan dan Peng-
eluaran Keuangan Desa (APPKD) di Kabupaten Daerah Ting-
kat II Muna, dan lebih banyak dikenal oleh orang luar
bila dibanding dengan desa-desa lainnya. Sehingga pemi -
lihan desa ini benar-benar akan dapat mewakili desa-desa
lainnya di Kecamatan Katobu mengingat ciri-ciri yang di-
milikinya lebih banyak daripada yang ada pada desa-desa
lainnya tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut sehingga penulis




4.

terdorong untuk mengambil desa tersebut sebagai lokasi
daripada penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan
adzlah metode deskriptif, karena metode ini maﬁpu membe~
rikan gambaran serta melukiskan realita secara kompleks
pada suatu situasi tertentu.

Sumber Data.

Data yang disajikan dalam penulisan skripsi ini
bersumber dari :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan suatu cara dalam
memperoleh data déngan jalan mempelajari buku-buku,
karya ilmiah, peraturan-peraturan, media massa/surat
kabar serta dokumen-dokumen yang relevan dengan peﬁ—
bahasan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan
data pada obyek yang diteliti, baik menyangkut data
primer maupun data sekunder yang meliputi geografis,
demografis, pelaksanaan administrasi pemerintahan de-
sa seperti diuraikan dalam bab III dan bab IV.

Populasi dan Sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh apa -

rat termasuk Kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Rukun




Kampung dalam lingkungan Desa Lagasa.

Sampel yang ditarik dari populasi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Desa Lagasa.

2. Sekertaris Desa Lagasa.

3, Kepala-kepala Urusan yang berjumlah 5 (lima) orang.
4. Kepala-kepala Dusun sebanyan 3 orang. ‘
5. Kepala-kepala Rukun Kampung 3 orang.

6. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Secara keseluruhan jumlah responden yang diambil
adalah sejumlah 14 orang. Responden yang diambil ini
adalah orang-orang yang penulis anggap tepat dan mampu
untuk dimintai informasi serta memiliki kesanggupan da -
lam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan dan juga dipandang mampu dalam menafsirkan per-
tanyaan-pertanyaan tersebut sebagaimana yang penulis
inginkan.

Teknik Pengumpulan Data.

Data yang disajikan dalam penulisan skripsi ini
berdasarkan hasil penelitian demgan menggunakan teknik
sebagai berikut :

a. Interview.
Teknik ini dilakukan dengan panduan wawancara
dengan responden yang telah ditentukan dengan maksud

untuk mengetahui ﬁandangan serta pendapat mereka yang



berhubungan dengan pelzksanaan administrasi pemerin -
tahan desa dalam menunjang pembangunan.
b. Observasi.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengadakan
pengamatan dan pencatatan tentang seluruh aktivitas
yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasl peme-
rintahan desa, khususnya aktivitas yang berhubungan
dengan batasan permasalahan yang akan dibahas didalam
penulisan skripsi ini.

6. Metode Analisa Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisa dan diinter-
prestasikan dengen menggunakan metode analisa data kua -
litatif deskriptif. Dengan metode ini akan diuraikan se-
jumlah kegiatan yang dilakukan serta kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelasksanaan administrasi pemerintah-
an desa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh
suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari kendala-ken-
dala yang timbul dalam pelaksanaan dari sejumlah kegiat-
an yang dilskukan.

E. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi. ini,
maka skan diuraikan secara sistematik yaitu sebagai beri -
kut :

BAB I. Pendahuluan.

Pada bab ini akan dibahas mengenai la-



BAB

BAB

BAB

IL.

I11.

IV.

tar belakang masalah, batasan masalah, tuju-
an dan kegunaan penelitian, metode peneliti-
an serta sistematika pembahasan.

Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang
pengertian administrasi, pengertian pemerin-
tahan desa, pengertian administrasi pemerin-
tahan desa, serta pengertian pembangunan.
Gambaran Umum Desa Lagasa.

Dalam bab ini skan diuraikan mengenai
keadaan geografi, keadaan demografi, struk-
tur organisasi dan tata kerja pemerintahan
desa Lagasa serta kegiatan-kegistan pembang-
unan di desa Lagasa.

Pembahasan Hasil Penelitian.

Pada bab ini akan dibshas tentang pe-

laksanaan administrasi pemerintahan desa La-

gasa yang meliputi pelaksanaan administrasi

umum, pelaksanaan administrasi kependudukan,

pelzaksenaan administrasi keuangan, serta
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksa-
naan administrasi pemerintahan desa Lagasa
yang meliputi sarana administrasi pemerin -

tahan desa Lagasa dan kemampuan personil da-

lam melaksanakan administrasi pemerintahan.



BAB V. Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab ini merupakan akhir dari seluruh
pembahésan yang hanya berisikan kesimpulan

dan saran-saran.




BAB. Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Administrasi.

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin (Romawi)
yang terdiri dari kata "™ AD " yang berarti intensif dan
" MINISTER " yang berarti melayani. Jadi secara etimologi
maka administrasi berarti melayani secara intensif. Dalam
bahasa Indonesia istilah administrasi sering disamakan
dengan kegiatan tata usaha yakni suatu kegiatan yang berta-
lian dengan kegiatan tulis menulis. Istilah ini sesungguh -
nya hanya menunjukkan pengertian administrasi dalam arti
yang sempit.

Menurut Prof. DR. S Prajudi Atmosudirdjo dalam buku -
nya Dasar-dasar Ilmu Administrasi yang dikutip oleh Drs.Ano
Karno Latief, menyebutkan bahwa :

"Sistem administrasi di Negara Romawi ialah sistem ad-

ministrasi yang berfungsi menurut pola tertentu dida -
lam menyelenggarakan kegiatan masyarakat dan negara
yang teratur dan terorganisir. Unit organisasi ini di-
pimpin oleh seorang administrator, untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya maka administrator berke -
wajiban melakukan administer (membantu, melayani) pada
majikan dan juga melsksanakan administrare (menyeleng-
garakan tata usaha)" (Drs.Ano Karno Latief, 1981 :4).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka
pada abad XIX administrasi telah menjadi disiplin ilmu ter-
sendiri, bahkan dalam abad moderen ini ilmu administrasi
merupakan bahagian terpenting dalam mendukung tercapainya

tujuan yeng diharapkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ke-

giatan administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan tata
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usaha saja.

Rumusan yang memberikan pengertian administrasi ini
dalam arti yang luas dikemukakan oleh S. P. Siagian (1986 :
2) yaitu sebagai berikut :

"Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara
dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasiona -
litas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya",

Rumusan lain juga dikemukakan oleh H.A. Simon dan kawan-ka-
wan sebagaimana yang dikutip oleh Drs. Soeworno Handayaning-
rat (1985 : 2) yaitu :

"Administresi dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegi-
atan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk
menyelesaikan tujuan bersama'.

Dalam uraian defenisi éeperti tersebut diatas maka
untuk merealisasikan kegaiatan-kegiatan administrasi skan
dijumpai orang-orang sebagai pelaksana, yaitu :

1. Orang-orang yang menetabkan dan memperhatikan tujuan
Yang disebut administrator.

2. Orang-orang yang mengendalikan dan memimpin ussha agar
supaya tujuan dapat tercapai disebut manager.

5. Orang-orang yang kerjanya membantu manager dengan pikir-
an-pikiran yang sangat berguna bagi pengendalian usaha
disebut dengan staf ahli.

4. Orang-orang yang langéung terjun dalam bidang pekerjaan
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yang disebut pekerja.

Dalam pada itu menyangkut pengertian administrasi pe-
merintahan dapat dikemukakan pendapat para ahli sebagai be-
rikut :

Drs. Soewarno Handayaningrat ( 1986 : 4 ) mengemuka -
kan bahwa :

"Administrasi pemerintahan pada hakekainya adalah kegiatan-
kegiatan daripada pemerintah (badan eksekutif) dalam menye-
lenggarakan pemerintahan".

The Liang Gie ( 1960 : 20 ) memberi defenisi tentang
administrasi pemerintahan sebagai berikut :

"pdministrasi pemerintahan daerah adalah segenap proses da-
lam menyelenggarakan wewenang daerah otonom untuk kepenting-
an penduduk atau wilayah".

Pengertian Pemerintahan Desa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah pada pasal 1 sub a berbu -
nyi sebagei berikut :

"Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah
prangkat negara kesatuan Repoblik Indonesia yang terdiri
dari Presiden beserta pembantu-pembantunya".

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
pemerintah adalzh aparat atau organ sebagai pelaksana untuk
mencapai tujuan negara. Pemerintah sebagai organ dapat di -

lihat dari 2 (dua) segi, yaitﬁ 5 ;
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Pemerintah dalam arti luas, seperti teori Trias Politica
Montesquieu yang menggambarkan pemerintsh sebagai :

"1, Pembuat Undang-undang (Legislatief)

‘2. Pelaksana Undang-undang (Eksekutief)

3. Pengadilan (Yudikatief)" (C.S.T. Kansil, 1976 : 17).

Sedangkan Undang-undang Dasar Repoblik Indonesia

menyebutkan bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi;
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA),

Mahkama Agung (MA) serta Menteri-menteri.

2. Pemerintah dalam arti sempit, adalah penyelenggaraan ke-

kuasaan yang lazimnya dilaksanakan oleh badan eksekutif.
Pengertian pemerintah daslam arti yang sempit ini akan
lebih jelas bila dikaitkan dengan pengertian Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah,

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
Pemerintah Pusat adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan para Menteri Negara. Dalam Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah menyebutkan bahwa
"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwa-
kilan Rakyat'Daerah (DPRD) dan Dinas-dinas Daerah".

Menyangkut Pemerintah Daerah berarti tidak terle -
pas kaitannya dengan Pemerintah Desa, karena Pemerintah

Desa merupakan rangkaian daripada kegiatan pemerintahan
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Secara keseluruhan.

Pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 5 ta -
hun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, adslah
sebagai berikut :

"Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendu -

duk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi
remerintahan terendah langsung dibawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri da-
lam ikatan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia".

Dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor
5 tahun 1979 juga menyebutkan :

"1. Pemerintah Desa terdiri atas :

2. Kepala Desa
b. Lembaga Musyawarah Desa (IMD)

2. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya di -

bantu oleh prangkat desa.

3. Prangkat Desa terdiri dari ;

a. Sekertaris Desa
b. Kepala-kepala Dusun".

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun
1979 séperti tersebut diatas, dalam Peraturan Pelaksana-
an Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :
"Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan dalam rangka
ﬁenyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Peme -
rintah Desa",

Dengaﬁ berdasar pada pengertian seperti diatas ma-
ka dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah
Kumpulan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa,

C. Pengertian Administrasi Pemeriﬁtahan Desa.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengertian ad-
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ministrasi dan pengertian pemerintahan dé aisﬁéiggg&f ini
akan diuraikan tentang pengertian adminisffﬁgitﬁemerintah—
an desa.

Administrasi pemerintahan desa pada hakekainya meru-
pakan sustu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintiah
desa. I Nyoman Beratha (1982 : 3%6) memberikan defenisi Ad-
ministrasi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

"Semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelak-
sanaan daripada Pemerintahan Desa yang terdiri atas ‘tiap-
tiap kewajiban dan tanggung jawab dan hubungan kerjanya".

Berdasarkan uraian defenisi seperti tersebut diatas,
maka kegiatan-kegiatan daripada adminisirasi pemerintahan
desa merupakan keseluruhan proses dari pranatz pedesaan
atau tata pemerintahan desa. Setiap aparat dalam melaksa -
nakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan desa ha-
rus sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban masing-masing
berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang ada.
Namun tidaklah berarti para aparat dalam melak sanakan tu -
gasnya tidak dilandasi hubungan kerja sama, karena dalam
kKegiatan administrasi ini hubungan kerja sama sangat dibu-
tuhkan guna mempercepat proses pencapaian tujuan sebagai -
mana yang diharapkan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam ad-
ministrasi pemerintahan desa pada umumnya meliputi :

1. Kegiatan Pelaksanaen Administrasi Umum.
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2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan.

Berdasarkan jenis-jenis kegiatah yang dilakukan dalam
administrasi pemerintahan desa seperti tersebut diatas da =
pat pula diketahui tugas-tugas yang harus dilasksanakan oleh
pemerintsh desa, yaitu meliputi :

1. Tugas Pemerintahan.

2. Tugas Pembangunan.

3. Tugas Pelayanan.

4. Tugas Ketatausahaan.

5. Tugas Sosial Kemasyarakatan.
Pengertian Pembangunan.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkeinginan
untuk maju serta tidaek pernah merasa puas dengan kata 1lain
bahwa manusia selalu ingin merubah keadaan dirinya kearah
suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan pada prinsipnya merupakan suatu proses
yang berjalan secara terus-menerus baik yang berorientasi
pada saat sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang.

Menurut S. P. Siagian ( 1987 : 2-3 ) memberikan defe-
nisi tentang pembangunan sebagai berikut :

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilaku -

kan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan peme -

rintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bang-

sa (nation building)".

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1985 : 25) memberi-
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kan defenisi sebagai berikut :

"Pembangunan adalah suatu usaha perubahan dari suatu keada-

;n atau kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keada-

an atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik".

Apabila defenisi-defenisi tersebut diatas dianalisa

lebih lanjut ada beberapa ide pokok yang sangatl penting da-

lam pembangunan, yaitu :

1-

Pembangunan merupakan suatu proses artinya merupakan su-
atu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berke -
sinambungan.

Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksana-
kan.

Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan
itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan serta
dilasksanakan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan.
Pembangunan pada dasarnya mengarah kepada modernitas,
mak sudnya diarshkan kepada keadaan yang lebih baik dari
sebelumnya.

Modernitas yang akan dicapai melalui pembangunan bersi -
fat multi dimensional delam arti modernitas itu mencakup
seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Usaha-usaha yang akan dicapai dalam pembangunan dituju -
kan kepada usaha membina bangsa.

Jika dilihat dari segi tujuan daripada pelaksanaan

pembangunan yang dilaksahakan_oleh Negara Repoblik Indone =
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sia, maka dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan je -

las disebutkan bahwa :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan

sprituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara
Kesatuan Repoblik Indonesia yang merdeka, berdaulat,
bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perike=-
hidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis
serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai'.

Untuk mencapai tujuan pembaﬁgunan nasional seperti
tersebut diatas, maka berbagai program pembangunan harus
dilaksanakan oleh pemerintah. Program-program pembangunan
tersebut sebahagian besar diarahkan kedaerah-daerah pedesa-
an, karena daerah pedesaan merupakan ujung tombak dalam me-
nunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

Seperti dijelaskan dalam Himpunan Peraturan Pelaksa -
naan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa secara rinci disebutkan program-program pembangunan
yang dilaksanakan di daerah pedesaan, yaitu :

1. Pembangunan Prasarana Pemerintshan Desa.
2. Pembangunan Prasarana Perhubungan.

3. Pembangunan Prasarana Pemasaran.

4. Pembangunan Prasarana Sosial.

5. Pembangunan Prasarana Produksi.

6. Pembanganan Prasarana lain-lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapatlah

ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan itu adalah meru-

pakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar




19

untuk menciptakan suatu keadaan yeng dipandang lebih baik

dari keadaan sebelumnya.




BAB. III
GAMBARAN UMUM DESA LAGASA
Keadaan Geografi.

Desa Lagasa adalah suatu wilayah pemerintahan
yang terletak kurang lebih 5 Kilo Meter dari Ibukota
Kabupaten Muna yaitu kota Raha, tepatnya terletak di
Kecamatan Katobu.

Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 25 KM2
yang terdiri dari 5 buah dusun. Dengan demikian desa
in% mempunyai pembagian wilayah yang telah ditata sede-
mikian rupa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pe -
laksanaan pemerintahan dalam mengelola pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah
desa Lagasa berikut ini disajikan dalam tabel.

TABEL 1

JUMLAH DUSUN DAN RK DALAM WILATAH
DESA LAGASA TAHUN 1990

Nomor Nama Dusun Jumlah
RK
s Wabahara 2 Buah
2% Kantea Laut 2 Buah
3 Kantea Darat 2 Buah
4. Kasaka 2 Buah
5. Kontu Kadea - 2 Buah

Sumber Data }.Kantor Desa Lagasa Tahun 1990.

20
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Adapun batas-batas wilayah desa lLagasa adalah se-
bagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Palangga
dan Kelurahan Raha I.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.

_ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wapunto.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wapunto.

Keadaan alam desa Lagasa mempunyail struktur tanah
datar dan berbukit yang komposisinya sebahagian bercam-
pur dengan batu-batuan dan pasir. Tanah-tanah tersebut
merupakan tanah keras dan sebahagian merupakan tanah
berawa-rawa karena letaknya ditepi pantai.

| Dari segi kondisi iklim desa ini dapat dikatakan
sama dengan kondisi iklim di Indonesia pada umumnya dan
khususnya kondisi iklim di Kabupaten Daerah Tingkat II
Muna, yakni memiliki iklim tropis dengan mengenal ada -
nya dua jenis musim yaitu musim kemarau dan musim hu -
jan.

Biasanya pada tiap fahun musim kemarau berlang -
sung lebih lama dibanding dengan musim bujan. Musim hu-
jan biasanya berlangsung sekitar bulan Pebruari sampal
bulan Juni sedang musim kemarau berlangsung sekitar bu-

lan Juli sampai dengan bulan Januari.

B. Keadaan Demografi.

1e Jumlah dan Kepadatén Penduduk.
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Dengan luas wilayah seperti disebutkan diatas,
desa Lagasa didiami oleh 1.475 jiwa penduduk yang
terdiri dari laki-laki 715 jiwa dan perempuan 760
jiwa. Penduduk tersebut tersebar dalam 5 buah dusun
dengan penyebaran sebagaimana terlihat pada tabel di
bawah ini.

TABEL 2

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DI DESA LAGASA TAHUN 1990

No. | Dusun Jenis Felamin Jumlah
Laki-laki Perempuan | {jiwa)
1. | Wabahara 146 jiwa 164 jiwa 310
2. | Kantea Laut 140 jiwa 148 jiwa 288
3. | Kantea Darat 143  jiwa 147 Jjiwa 290
4, | K a s aka 144 Jjiwa 150 Jiwa 294

5. | Kontu Kadea 142 jiwa 151 Jjiwa 293

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990
Berdasarkan data seperti tertera pada tabel di
atas, maka dapat diketahui bahwa diantara dusun yang
ada di desa Lagasa terdapat adanya penyebaran pendu-
duk yang hampir merata. Dan dusun yang paling menon-—
jol jumlah penduduknya a&alah dusun Wabahara.
Sesuai dengan jumléh penduduk yang mendiami

wilayah desa Lagasa dengan luas wilayahnya 25 KM2,
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maka kepadatan penduduk rata-rata/KM2 adalah sekitar
59 jiwa.
Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umir dan angkat-
an Kerja.

Dengan jumlah penduduk yang ada maka dapat pu-
la diklasifikasikan komposisi penduduk menurut go -
longan umur dan angkatan kerja sesuai dengan potensi
Yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Lagasa.

Adapun komposisi penduduk desa Lagasa menurut
golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR
DI DESA LAGASA TAHUN 1990

No. | Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah

(Tahun) Laki-laki | Perempwan (jiwa)

1. 0 s/d 9 242 jiwa | 232 jiwa 674 .
2. 10 s/d 17 178 Jjiwa | 193 jiwa 371
3 18 s/d 24 83 jiwa | 122 jiwa 205
4. 25 s/d 40 124 jiwa | 132 jiwa 256
5. 41 s/d 55 68 jiwa 63 jiwa 124
6. 56 ke atas 20 jiwa 18 jiwa 38
Jumlah 715 Jjiwa | 760 jiwa 1. 475

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Thn. 1990
Berdasafkan daté seperfi taﬁel diatas dapatlah

diketahui angkatan kerja yang ada di Desa Lagasa.
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Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1969 tentang Tenaga Kerja, disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah "Setiap
orang yang telah berumur 15 tahun sampai dengan 54
tahun",

Berdasarkan penjelasan daripada undgng-undang

tersebut diatas, maka potensi tenaga kerja yang ada

ai Desa Lagasa cukup potensial sehingga dapat menun-

Jang pembangunan di wilayah desa Lagasa.
Mata Pencaharian Penduduk.

Mata pencaharian penduduk désa Lagasa pada
umumnya adalah nelayan, hal ini ditunjang dengan le-
tak wilayahnya yang berada ditepi pantai. Selain itu
juga ada yang bermata pencaharian sebagai pegawai,
pedagang, tukang batu dan tukang kayu.

Sesuai dengan data yaﬁg diperoleh pada kantor
Desa Lagasa tentang jumlah dan jenis mata pencahari-
an penduduknya adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri/Swasta ¢ 10 orang.
b. Pedagang : 5 orang.
¢. Tukang batu dan tukang kayu ¢ 11 orang.
de. Nelayan :301 orang.
Agama dan Kepercayaan Penduduk.
Agama adalah merupakan sendi daripada kehidup-

an manusia, karena hukum agama adalah hukum yang
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mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan antara
manusia dengan manusia sesamanyz.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 menyatakan :
1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menu -
rut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan hal inilah sehingga masyarakat In-
donesia pada umumnya, dan khususnya masayarakat di
Desa lLagasa dapat melaksanakan kegiatan keagamaan
dengan baik. .

Melihat kondisi penganut agama di Desa Lagasa
umumnya (100 %) beragama Islam. Untuk melaksanakan
kehidupan beragama oleh Pemerintah Desa Lagasa telah
mengusahakan sarana peribadatan (mesjid) sebanysk dua
buah yang dilokasikan pada dusun Wabahara dan dusun
Kasaka.

Pendidikan.

Sesuai dengan jiwa dan maksud yang terkandung
dalam Pembukasan Undang-undang Dasar 1945, maka hak
untuk mengikuti atau memperoleh pendidikan adalah
hak dari seluruh warga negara Repoblik Indonesia.
Pendidikan disini dimaksudkan sebagai salah satu in-
dikator dalam menunjang keberhasilan pembangunan,

khususnya dari segi keterbelakangan.
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| Memenuhi kandungan amanat Undang-undang Dasar
i 1945, di Desa Lagasa telah ada fasilitas pendidikan
berupa :

‘, a. Taman Kanak-kanak dengan jumlah guru 4 orang dan

4 50 oraﬁg murid.

1 b. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 buah dengan jumlah
garu 13 orang dan 363 orang murid.

¢. Struktur Organisasi dan 7Tata Kerja Pemerintahan Desa

J Lagasa.

“ Organisasi merupakan suatu wadah untuk berlang -

sungnya kegiatan administrasi dan alat bagi manajemen

‘ untuk mencapai tujuan. Kegiatan suatu organisasi harus-

lah ditata secara baik, agar dapat menciptakan mekanis-

me kerja yang teratur dan terarah dan biasanya dituang-

| kan dalam suatu bentuk struktur organisasi. Begitu pula

halnya dengan tata kerja dalam suatu organisasi akan

1 memungkinkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang-~

| bidang tugas yang diperoleh dapat berlangsung secara

I
f
|
efisien dan efektif. ’
Secara garis besarnya dalam struktur organisasi

menggambarkan adanya @ !
1. Tugas-tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan. !
2. Pungsi-fungsi yang terdapat didalamnya. |
Te Hnbungan antara fungsi yang satu dengan fungsi-fung-

|

: l

si yang lainnya. l
i
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4, Wewenang dan tugas masing-masing fungsi bagi setiap
anggota.
5. Penyaluran perintah atau tugas.

Desa lLagasa Kecamatan Katobu berdasarkan Peratur-
an Menteri Dalam Négeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang PYe-
doman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa, dibentuk struktur organisasi dan tata kerjanya
sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lagasa.
Struktur organisasi pemerintahan desa Lagasa
ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang
terdiri dari :
1. Kepala Desa lLagasa.
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Lagaéa.
3. Prangkat Desa Lagasé yéng terdiri dari ;

- Sekertaris Desa Lagasa.

- Kepala-kepala Dusun (lima kepala dusun).

- Kepala-kepala Urusan yang meliputi ;

1). Kepala Urusan Pemerintahan

2). Kepala Urusan Pembangunan

3), Kepala Urusan Kesehjateraan Rakyat

4). Kepala Urusan Keuangan

5). Kepala Urusan Unum .

Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa

Lagasa‘dapat dilihaf seperti terlampir.



LEMBAGA MUSYAWARAH
DESA ( LMD )

Keterangan

STRUKT

SEKERTARIS
DESA
|
| | |
KAUR KAUR KAUR
KESRA || KEUANG-||URUSAN
AN. UMUM
| |
KEPALA || KEPALA
DUSUN DUSUN
I i .
: Dusun I =V
Dusun II = R
Dusun III = K
Dusun IV = R
Dusun V = F

Sumber Data

: Kantor Desa

La¢
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b. Tata Kerja Pemerintahan Desa Lagasa.

Berdasarkan penentuan struktur organisasi se -
perti fersebut diatas sekaligus menggambarkan tata
kerja dan kegiatan administrasi pemerintahan desa
Lagasa dalam pembangunan, dengan tugas-tugas sebagai
berikut :

1. Kepala Desa Lagasa, yang memiliki tugas dan fung-

si ¢

a. Sebagai top manajemen dalam desanya yang meru-
pakan penanggung jawab dalam menjalankan urus-
an pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat, dan menumbuhkan serta mengembang -
kan semangat gotong royong masyarakat sebagai
sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pem-
bangunan di wilayah desanya.

b. Berkedudukan sebagai alat pemerintah dalam me-
laksanakan t;.lgas pemerintahan di desanya.

¢. Mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah
tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat
dalam wilayahnya, melaksanakan tugas dari Pe -
merintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan me -
laksanakan kegiatan dalam penyélenggaraan ke -
tentraman dan ketertiban masyarakatnya, melak-

sanakan koordinas{_dan menyelenggarakan kegi -
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atan dalam rangka urusan pemerintahan lainnya.

Selain itu Kepala Desa Lagasa mempunyail

hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Hak

a. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pember-
hentian prangkat desanya kepada pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Mewakili desanya didalam dan diluar penga-
dilan.

c. Mengatur tata tertib penyelenggaraan admi-
nistrasi pemerintahan dan pembangunan de-
sanya.

d. Mewakili desanya dalam rangka kerja sama
dengan desa lain.

Wewenang

a. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah
Desanya.

b. Menggerakkan partisipasi masyarakatnya da-
lam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD) Desa Lagasa.

c. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat-

nya baik berupa uang maupun benda dan atau
barang untuk keperluan penyelenggaraan pe-

merlntahan dan pembangunan dengan tetap
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memperhatikan keadaan sosial ekonomi masya -
rakatnya dan diatur melalui penetapan Ang -
garan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desanya.

Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina
jiwa gotong royong masyarakatnya.

Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pe-

laksanaan dari Keputusan Desanya sepanjang

.tidak bertentangan dengan kepentingan umum

dan ketentuan peraturan perundé.ng-undangan

yang berlaku.

3. Kewajiban

€.

Melaksanakan tertib administrasi desanya.
Melaksanakan pembangunan dan pembinaan mas =
yarakat di wilayahnya.

Menggali dan memelihara sumber-sumber penda-
patan dan kekayaan desanya.

Bertanggung jawab atas jalannya penyelengga-
raan pemerintahan, pelaksanaan pemban gunan
dan pembinaan masyarakatnya.

Melaksanakan Keputusan Desanya.
Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang
terjadi di desanya.

Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksa-

naan tugas—_tugasiya kepada Bupati Kepala
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Daerah Tingkat II Muna melalui Camat Kato -
bu.

h. Memberikan keterangan pertanggung jawaban
atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan dalam tahun anggaran bersang -
kutan kepada Lembaga Musyawarah Desa (IMD).

2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang mempunyai ke-
dudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Berkeduduken sebagai wadah permusyawaratan/
permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di Desa Lagasa.

b. Lembaga Musyawarah Desa Lagasa mempunyai tugas
sebagai berikut @

1. Membahas Rencana Keputusan Desa yang diéam—
paikan oleh Kepala Desa lLagasa untuk dite -
tapkan menjadi Keputusan Desa.

2. Melaksanakan pelaksanaan ﬁencalonan dan pe-
milihan Kepala Desa dalam kedudukannya se -
bagai panitia.

3, Menampung dan menyalurkan aspirasi dan pen-
dapat masyarakat di Desa Lagasa.

4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa
Lagasa terhadap calon Sekertaris Desa, Ke -
pala Urusan maupun Kepala Dusun.

c. Mempunyai fungsi ﬁélakéanakan'kegiatan—kegiat—
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an musyawarah/mufakat dalam rangka penetapan
kebijaksanaan Pemerintah Desa Lagasa melalui
Keputusan Desa.

3. Sekertaris Desa, dalam kedudukannya sebagai pem -
bantu Kepala Deéa mempunyai tugas :

a., Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala
Desa.

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
serta mengawasi urusan/kegiatan sekertariat.

c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekerta-
riat dan keadaan umum wilayah Desa Lagasa.

d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan
dan Iaporan.

e. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat
dan mencatat hasil rapat yang diadakan oleh
Pemerintah Desa Lagasa.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa Lagasa.

4, Kepala Dusun, berkedudukan sebagai pembantu Kepa-
la Desa Lagasa mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas-tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

5. Kepala Urusan, dalam kedudukannya Sebagai pemban-
tu Sekertaris Desa Lagasa mempunyai tugas pokok

membantu pelakéahaaﬁ tugas-tugas Sekertaris Desa.




D. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Desa Lagasa.

Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa Lagasa bersama-sama dengan masya -
rakatnya sejak awal memasuki Pelita V hingga sekarang
ini, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non
fisik.

Berbicara mengenai pembangunan yang dilaksanakan
di Desa Lagasa erat sekali hubungannya dengan pelaksa -
naan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Muna.

Sehubungan dengan hal tersebut melalui kebijaksa-
naan Pemerintah Daerah mengenai Anggaran Pembangunan
Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah (APBD) di Desa Lagasa telah dilaksanakan berbagai
kegiatan pembangunan, seperti :

1. Pembangunan Prasarana Pemefintahan Desa, meliputi :
a. Rehabilitasi Gedung Kantor Desa dan Balai Perte -
muan .
b. Pembuatan Pedoman Kerja.
c. Peningkatan Fasilitas Kerja.
d. Peningkatan bisiplin Kerja Aparat.
2. Pembangunan PraSarana Pefhubungan, meliputi :
a. Rehabilitasi Jalan Desa sepanjang 1.200 Meter.

b. Pembuatan Tanggul sepanjang 800 Meter.
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c. Pempuatan Deker sebanyak 2 (dua) buah.
3. Pembangunan Pfasarana Pemasaran dan Prasarana Pro -
- duksi, meliputi :
a. Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Maju.
b. Pengolahan Lahan untuk Pertambakan.
C. Pembentukan-Kelompok-kelompok Tani Nelayan.
d. Penyuluhan Bidang Pertanian, khususnya petani
tambak.
4. Pembangunan Prasarana Sosial, meliputi :
a. Penyuluhan Bidang Keagamaan dengan jalan pengaji-
an.
b. Pelaksanaan Kejar Paket A.
¢. Penyuluhan Bidang Kesehatan, meliputi @
1) . Pemantapan Pelaksanaan Keluarga Berencana.
2). Penggunaan Air Bersih.
3). Menggalakan Posiandu.
4). Penimbangan Balita.
d. Pemugaran rumah-rumah penduduk yang kurang mampu.

e. Penyuluhan Lingkungan Hidup.




BAB. IV \

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN \r

o
PUST AV

A. Pelaksanaan Administrasi Umum,

Pelaksanaan Administrasi Umum merupakan suatu kegiat-
an yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka
melaksanakan aspek-aspek pemerintahan desa, terutama kegi-
atan yang menyangkut pencatatan data mengenail penyelengga-
raan pemerintahan desanya.

Dalam usaha melaksanakan administrasi umum tersebut,
Pemerintah Desa L,agasa senantiasa berpedoman kepada Pera-
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Je-
nis-jenis dan Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa.

Dengan demikian, maka pelaksanaan daripada adminis-
trasi umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dapat berjalan dengan Dbaik
dan terarah dan juga akan mempermudah tercapainya tujuan
yang diharapkan.

Delam rangka pelaksanaan administrasi umum ini, Peme-
rintah Desa Lagasa telah melakukan berbagai kegiatan-kegi -
atan, antara lain :

a. Pembuatan Keputusan Desa, yang kutipannya dimuat dalam

Buku EKeputusan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa

Rancangan Keputusan Desa yang akan dibuat disusun oleh

Kepala Desa, lalu disampaikan pade Lembaga Musyawarah Desa
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Lagasa untuk dibahas dalam rapat Lembaga Musyawa-
rah Desa. Setelah Rancangan Keputusan Desa terse-
but disepakati kemudian ditanda tangani oleh Ke -
pala Desa Lagasa, Ketua dan Sekertaris Lembaga
Musyawarah Desa kemudian dikirim kepada Camat Ka-
tobu untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Dae -
rah Tingkat II Muna guna mendapatkan pengesahan.

Keputusan Desa yang telah mendapatkan peng-
esahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna
tersebut, oleh Pemerintah Desa Lagasa dijadikan
sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan tu -
gas-tugas yang diemban.

Menyangkut penyusunan Rancangan Keputusan
Desa mengenai bidang pembangunan, Kepala Desa La-
gasa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LEKMD) Desa Lagasa. Hal ini dimaksudkan agar
dapat mengetahui keinginan masyarakatnya. Untuk
itu Kepala Desa Lagasa dalam hal penyusunan Ran -
cangan Keputusan Desa dalam bidang pembangunan
ini terlebih dahulu mengadakan rapat dengan mas -
yarﬁkat. Rapat ini dimaksudkan untuk menampung
aspirasi masyarakatnya sebagai bahan bagi Kepala
Desa Lagasa dalam penyusunan Rancangan Keputusan
Desa yang akan dibuat, terutama dalam pényusunan

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
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Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan Kepu -
tusan Kepala Desa, kutipannya dimuat dalam buku
Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pene-
litian yang dilakukan didapatkan informasi bahwa
dalam melaksanakan Keputusan Desa yaﬁg telah men-
dapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Muna, bila dipandang perlu Kepala De-
sa Lagasa dapat menetapkan suatu Keputusan Kepala
Desa.

Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan oleh
Kepala Desa Lagasa merupakan tindak lanjut dari
pelaksanaan Keputusan Desa yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan
Kepala Desa, Kepala Desa Lagasa dibantu oleh para
aparatnya dan bekerja sama dengan Lembaga Keta -
hanan Masyarakat Desa (LKMD). Hal ini dimaksudkan
agar Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan benar-
benar sesuai deﬁgan aspirasi dan kondisi masyara-
katnya, sehingga didalam pelaksanaanya tidak ber-
tentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Pencatatan data-data mengenai tanah desa
dan prasarana pemerintahan, prasarana produksi,

prasarana pemasaran serta prasarana sosial.




38

Untuk lebih memperlancar pelaksaraan daripa-
da administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa Lagasa dalam mendukung pelaksanaan pembang -
unan, maka salah satu aktivitas yang dilakukannya
adalah melakukan pencatatan kekayaan yang dimili-
ki oleh Desanya.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui
jumlah, jenis, serta keadaan segala fasilitas sa-
rana dan prasarana kekayaan yang dimiliki. Dengan
terciptanya kondisi seperti ini akan memudahkan
Pemerintah Desa Lagasa dalam melakukan iventari -
sasi atas kekayaan yang dimiliki oleh desanya,
yang dengan sendirinya secara langsung dapat pula
memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban
baik tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.
Kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan surat
dan dokumen yang masuk maupun yang keluar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksa -
nakan diperoleh data adanya pelaksanaan adminis -
trasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pen-
catatan surat dan dokumen-dokumen yang masuk mau-
pun yang keluar.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan
dalam mengetahui surat dan dokumen yang masuk dan

yang keluar, baik yané berasal dari instansi mau-
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pun ke instansi. Dengan jalan ini akan memudahkan
dalam mengetahui surat-surat atau dokumen-dokumen
yang masuk dan yang keluar, sehingga akan dapat
menciptakan tertib administrasi. Terciptanya ter-
tib administrasi mengenai surat atau dokumen yang
masuk atau keluar akan dapat memperlancar proses
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Kegiatan Pelaksanaan Ekspedisi.

Untuk Iebih tertibnya pengiriman surat-su -
rat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa,
maka dipandang perlu dilakukan kegiatan pencatat-
an melalui buku ekspedisi. Buku ini merupakan bu-
ku yang memuat tentang hal-hal yang menyangkut
pengiriman surat atau dokumen yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Desa Lagasa.

Sesuai hasil penelitian pada kantor Desa
Lagasa diperoleh fakta mengenai buku ekspedisi
yang terdapat pada Pemerintah Desa Lagasa dimana
buku tersebut berisi tentang :

1. Nomof urut surat yang dikirim.
2. Tanggal pengiriman surat.
3« Penjelasan singkat isi surat yang dikirim.
4., Badan/Instansi yang dituju.
Dengan tertibnya pencatatan tentang surat -

surat Yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Laga-
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sa akan memungkinkan arus informasi surat menyu -
rat dapat berjalan dengan lancar dan tertib, se -
hingga akan dapat menunjang daripada pelaksanaan
pembangunan di wilayahnya.

Kegiatan Pencatatan Keadaan Aparat.

Untuk mengetahui data jumlah aparatur peme-
rintahannya, maka upaya yang ditempuh oleh Peme -
rintah Desa Lagasa adalah melaksanakan pencatatan
data aparat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui
secara rinci tentang keadaan setiap aparat yang
merupakan salah satu indikator pendukung daripada
pelaksanaan administrasi pemerintahan desanya.
Hal ini sangat perlu dilakukan agar supaya memu -
dahkan dalam usaha melaksanakan fungsi dan kewa -
jiban yang diemban oleh setiap aparat.

Kegiatan Pencatatan Tanah Desa.

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pe-
merintah Desa Lagasa dalam rangka mengetahui luas
tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada

di wilayahnya adalah melakukan pencatatan tanah

desa.

Dengan jalan seperti tersebut diatas, akan
memudahkan Pemerintah Desa Lagasa dalam mengalo -

kasikan pembangunan féfutama pembangunan fisik.
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B. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan daripada administrasi kependudukan
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa menurut hasil
wawancara dengan Kepala Desa Lagasa, diperoleh informasi
bahwa dalam pelaksanaanya tetap berpedoman pada Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pe-
laksanaan Administrasi Penduduk di Desa.

Administrasi Kependudukan ini merupakan suatu ke-
giatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa da-
lam rangka ussha pendataan penduduk yang ada di wilayah-
nya.

Untuk itu Pemerintah Desa Lagasa dalam mengemban
tugas dalam rangka pelaksanaan daripada administrasi ke-
pendudukan ini telah melukukan berbagai kegiatan, seper-
ti
2. Pencatatan Data Penduduk.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti
dan keterangan yang disampaikan oleh penduduknya se-
cara lengkap dan benar dengan jalan mendatangi setiap
rumah penduduknya. Data penduduk yang diperoleh dica-
tat pada Buku Induk Penduduk yang memuat tentang iden-
titas penduduk yang bersangkutan yang meliputi :

- Nema Lengkap /Nama Panggilan.
- Tempat dan Tanggal Lahir.

- Jenis Kelamis dah Sta%us.
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- Agama,
-~ Pendidikan.

- Pekerjaan.

- Kemampuan Membaca.

- Kewarganegaraan.

- Tanggal Mulai Tinggal di Desa.

- Kedudukan dalam Keluarga.

Dengan diketahuinya data dari setiap pendu-
duk seperti tersebut diatas, akan memungkinkan
pelaksanaan dari tugas-tugas yang diemban dapat
berjalan dengan baik dan terarah.

Pencatatan Perubahan Penduduk.

Untuk mengetahui daripada perubahan pendu -
duk yang terjadi di wilayah desa Lagasa baik yang
disebabkan oleh karena pindah, meninggal, datang
maupun lahir Pemerintah Desa Lagasa melaksanakan
kegiétan pencatatan perubahan penduduk.

Dalam usaha memperlancar pelaksanaan dari -
pada kegiatan ini, Pemerintah Desa Lagasa menem -
puh suatu kebijaksanaan yakni mewajibkan kepada
setiap Kepala Keluarga yang ada di wilayahnya wa-
Jjib melaporkan perubahan yang terjadi atas diri -
nya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah
Desa. Begitu pula kepada setiap penduduk yang

berpindah tempat tinggal dari desa lain wajib me-
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laporkan diri kepada Pemerintah Desa Lagasa se -
lambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
Pencatatan Perkembangan Penduduk.

Setiap akhir bulan yang bersangkutan Peme -
rintah Desa Lagasa melakukan pencatatan atas per-
kembangan peﬁduduk di wilayahnya dan menyesuai -
kannya dengan pencatatan data penduduk dan peru -
bahan penduduk, untuk kemudian dilaporkannya ke -
pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna melalul
Camat Katobu. '

Pencatatan Penduduk Melalui Kartu Keluarga.

Untuk mengetahui jumlah daripada kepala ke-
luarga, anggota keluarga dan identitas masing-ma-
sing anggota keluarga yang ada di wilayahnya, Pe-
merintah Desa Lagasa melakukan pencatatan melaluil

Buku Kartu Keluarga. Buku Kartu Keluarga tersebut

‘oleh Pemerintah Desa Lagasa dijadikan dasar dalam

penyusunan Kartu Keluarga.
Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa Lagasa dalam pelaksanaan daripada
administrasi kependudukan adalah memberikan pela-

yanan kepada penduduknya dalam memperoleh Kartu

Tanda Penduduk (KTP).

Setiap penduduk desa Lagasa yang telah ber-
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usia 17 tahun atau yang telah kawin/pernah kawin
wajib memiliki kartu tanda penduduk.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui
jumlah penduduk menurut komposisi umur dari 17
tahun ke atas dan juga untuk mengetahui jumlah
penduduk yang telah kawin/pernah kawin, sehingga
dengan mudah dapat diketahui jumlah angkatan ker-
ja produktif dan jumlah pasangan usia subur yang
ada di Desa Lagasa.

Melaksanakan Pencatatan Jumlah Penduduk.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa
dan para .prangkatnya, diperoleh data bahwa setiap
tiga bulan sekali pada akhir bulan yang bersang -
kutan dilaksanakan pencatatan keadaan jumlah pen-
duduk yang dicatat dalam Buku Jumlah Penduduk.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan un-
tuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap triwu-
lannya. Kutipan dari buku jumlah penduduk terse -
but dilaporkan oleh Kepala Desa Lagasa kepada Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Muna melalui Camat
Katobu pada setiap tiga bulan sekali pada akhir
bulan yang bersangkutan.

Dengan pendataan jumlah penduduk seperti
tersebut diatas, maka laju pertumbuhan penduduk

dapat dipantau secara teratur dan terarah.
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Pelaksanaan administrasi yang menyangkut keungan
desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa se-
nantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Delam Negeri
Nomor 8 Tahun 1982. Peraturan tersebut secara terperin-
ci mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Peneri-
maan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Pelaksanaan Ad-
ministrasi Keuangan Desa.

Pelaksanaan administrasi keuangan desa yang  di-
lakukan oleh Pemerintah Desz Lagasa meliputi pelaksana-
an Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan., Pelaksana-
an daripada Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan
oleh Pemerintah Desa Lagasa dibagi dalam 2 (dua) baha-
gien yaitu meliputi Anggaran Penerimaan dan Anggaran
Pengeluaran,

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
Lagasa erat kaitannya dengan program pembangunan yang
dilaksanakannya dalam satu tzhun anggaran, Program pem-
bangunan merupakan rencana kerja Yang disusun oleh Pe-
merintah Desa Lagasa ygng mencakup kegiatan - kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakannya pada tahun kerja
yang bersangkutans: Untuk mencapai tujuan program  pem-
bangunan tersebut sesuai dengan tahap-tahap yang telah
ditentukan, Pemerintah Des; Lagasa lebih dahulu melaku-
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kan perencanaan pembiayaan atas program pembang -
unan tersebut yang disusun dalam Anggaran Peneri-
maan dan Pengeluaran Keuangan Desa Lagasa. Hal
ini menunjukkan bahwa Anggaran Penerimaan dan
Pengeluaran Keuangan Desa sangat memegang peranan
penting dalam menunjaﬁg suksesnya pelaksanaan da-
ripada program pembangunan.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuang-
an Desa oleh Pemerintah Desa Lagasa ditetapkan
setiap tahun anggaran yaitu setiap tanggal 1 Amil
sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya
melalui Keputusan Desa.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuang-
an Desa Lagasaz meliputi Anggaran Rutin dan Ang -
garan Pembangunan. Anggaran Rutin Pemerintah Desa
Lagasa sesuai dengan data yang diperoleh dalam
penelitian meliputi dua komponen yaitu Penerimaan
dan Pengeluaran, begitu pula halnya dengan Anggar-
an Pembangunan Desa Lagasa. Namun pos-pos daripa-
da Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan pada
hakekatnya terdapat perbedaan. Untuk lebih jdas -
nya tentang pos-pos Anggaran Rutin dan Anggaran
Pembangunan ini dapat dilihat sebagaimana terlam-
pir pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Kepala Deéa Lagasé.




AT

Proses penetapan Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa ﬁagasé adalah

1

Rancangan Keputusan Desa mengenai APPKD disu -
sun oleh Kepala Desa Lagasa setelah terlebih
dahulu mengadakan Rapat Desa dan musyawarah
dengan LKMD Desa Lagasa sepanjang mengenai bi-
dang pembangunan.

Rancangan Keputusan Desa mengenai APPKD terse-
but lebih lanjut dimusyawarahkan dengan LMD
Desa Lagasa guna tercapainya kesatuan pendapat
dan pikiran secara musyawarah/mufakat.

Setelah Rancangan Keputusan Desa tersebut di -
sepakati bersama, maka Rancangan Keputusan De-
sa itu berubah menjadi Keputusan Desa mengenai
APPKD dan ditanda tangani oleh Kepala Desa La-
gasa, Ketua dan Sekertaris LMD Desa Lagasa.
Setelah itu Keputusan Desa tersebut dikirim
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna
melalui Camat Katobu untuk mendapatkan penge -
sahan.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Muna, maka Keputusan
Desa tersebut telah dépat dilaksanakan.

Untuk menjémin kelancaran daripada pelaksa-
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naan administrasi keuangan desa, oleh Pemerintah Desa Laga-

sa melaksanakan tata usaha keuangan desanya secara tertid

dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan-
kegiatan jang menyangkut pelaksanaan administrasi keuangan

di Desa Lagasa dicatat dalam buku Administrasi Keuangan De-

sa.

Buku Administrasi Keuangan Desa yang ada pada Peme-
rintahan Desa Lagasa, meliputi :

1. Buku Anggaran Desa, terdiri dari dua Jenis yaitu :

a. Buku Anggaran Rutin
b. Buku Anggaran Pembangunan

2. Buku Kas Umum, yang memuat tentang pencatatan data yang
berhubungan dengan Keuangan Desa Lagasa baik Rutin mau-
pun Pembangunan,

3. Buku Kas Pembantu, yang berfungsi sebagai buku pembantu
dari Buku Kas Umum. Buku Kas Pembantu ini oleh Pemerin-
tah Desa Lagasa dijadikan sebagai alat kontrol terhadap
keadaan uang tunai pada kas.

Kendala-kendala Yang Dihadapi.

1. Sarana Administrasi Pemerintahan Desa.

a. Buku-buku.
'Untuk lebih menjamin kelancaran daripada pelak-
sanaan administrasi pemerintahan desa dibutuhkan se-
jumlah sarana administrasi. Hal ini mutlak harus ada

dan tersedia pada setiap pemerintahan desa, agar da-
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lam melaksanakan tugas-tugas yang diemban dapat ber-
Jalan secara baik dan terarah.

Begitu pula Pemerintah Desa Lagasa dalam meka -
nisme pelaksanaan tugas-tugas Yang diembannya, telah
menyiapkan beberapa sarana administrasi pemerintahan
seperti buku-buku yang menyangkut pedoman dan catatan
tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan de-
sanya. |

Akan tetapi hal ini belum seluruhnya tersedia
secara baik, karena masih ditemukan beberapa buku-bu-
ku yang belum terisi dengan baik dan Juga adanya Dbe-
berapa buah buku yang dinyatakan hilang. Keadaan ini
secara langsung akan mempengaruhi kelancaran pelaksa-
naan administrasi pemerintahan desanya, baik pelaksa-
naan administrasi umum, administrasi kependudukan dan
pelaksanaan administrasi keuangan.

Delam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, telah
disebutkan beberapa buah buku yang harus ada pada se-
tiap pemerintahan desa. Buku-tuku tersebut adalan H
1. Buku Keputusan Desa.

2. Buku EKeputusan Kepala Desa.
3. Buku Kekayaan Desa dan Iventaris Desa.
4., Buku Agenda,

5. Buku Ekspedisi

(o))
.

Buku Aparat.
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7. Buku Tanah Desa.
8. Buku Induk Penduduk.
9. Buku Penduduk Sementara /buku tamu.
10. Buku Perubzhan Penduduk.
11. Buku Perkembangan Penduduk.
12. Buku Kartu EKeluarga.
13. Buku Jumlah Penduduk,
14. Buku Anggaran Desa, yang meliputi :
a. Buku Anggaran Rutin.
b. Buku Anggaran Pembangunan,
'15. Buku Kas Umum,
16. Buku Kas Pembantu,

Adapun buku-buku yang ada pada Pemerintahan Desa
Lagasa dapat dilihat pada tabel 4. Melihat keadaan bu-
ku-buku seperti tertera pada tabel tersebut, maka pada
Pemerintahan Desa Lagasa masih ditemukan beberapa buah
buku yang tidak ada dan tidak terisi dengan baik. Hal
ini disebabkan oleh karena terbatasnya kemampuan dari
beberapa personil dan juga diakibatkan oleh masih ter-
batasnya sarana-sarana lain, sehingga sebahagian dari
buku-buku tersebut dinyatakan hilang.

Keadaan tersebut merupakan kendala yang dihadapi

oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam melaksanakan tugas -

tugas yang diemban. yntuk itu kiranya dibutuhken bebe.

rapa perbaikan-perbaikan, sehingga kendala tersebut
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dapat teratasi dengan baik.

TABEL 4
BUKU-BUKU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA LAGASA TAHUN 1990

No. Jenis Buku Keadaan Keterangan
1.|Buku Keputusan Desa Terisi ada
2. |Buku Keputusan Kepals . Terisi ada

Desa
3. |Buku Kekayzan Desa Terisi kurang jelas ads
4. |Buku Agenda Terisi ada
5. [Buku Ekspedisi - tidak ada
6. |Buku Aparat Terisi ada
7. |Buku Tanah Desa ~ hilang
8. |Buku Induk Penduduk Terisi ada
9. [Buku Tamu Terisi kurang jelas ada

10. |Buku Perubahan Pendu- - hilang

duk

11. |Buku Perkembangan Terisi kurang jelas ada

Penduduk

12, |Buku Kartu Keluarga Tidak Terisi ada

13. |Buku Jumlah Penduduk Terisi ada

14. |Buku Anggaran Desa Terisi ada

15, | Buku Anégaran Rutin Perisi ade

16. |Buku Anggaran Pembang- Terisi ada

unan

17. |Buku Kas Umum Terisi kurang jelas ada

18, |Buku Kas Pembantu Terisi kurang jelas ada

Sumber Data : Kentor Desa Lagasa Tahun 1990.
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. Peralztan Perkantoran.

Kelancaran pekerjaan pemerintshan éangat ter-
gantung pada peraletan kerja yang tersedia. Meskipun
para aparat telah memiliki kemampuan dan keterampilan
delam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, akan
tetapl tanpa ditunjang oleh sarana dan peralatan ker-
Je yang memadai, kelancaran kerja tidak akan terwu -
Jjud.

Peralatan kerja bidang perkantoran yang ada pa-
da Pemerintah Desa Lagasa, meliputi :

- Mesin Ketik 1 (satu) buah.

- Meja Biro 1 (satu) buah.

- Meja Setengah Biro 1 (satu) buah.

- Kursi Tamu 1 (satu) stel.

- Rak tempat bundel surat-surat 1 (satu) buah.
- Meja biasa 2 (duz) buah.

- Kursi biasa 4 (empat) buah.

Melihat kondisi peralatan perkantoran Yang ada
pada Pemerintszhan Desa Lagasa tersebut, dapat dika -
takan belum dapat menunjang pelaksanaan administrasi
pemerintahannya, sehingga masih perlu dilakukan pe-
ningkatan., Hal ini perlu dilakukan mengingat tugss -
tugas yang diemban oleh Pemerintah Desz semakin me -
ningkat, yang semakin memerlukan dukungan peralatan

perkantoran yang mema dai .
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2. Kemampuan Personil.

Sejalan dengan semakin meningkatnya beban tugas
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka peme-
rintah desa sebagai pemerintahan terendah yang sekaligus
merupakan tumpuan segenap urusan pemerintahan dan pem-
bangunan dirasa perlu adanya dukungen dari personil-per-
sonil yang dapat diandalkan.

Dengan dukungan personil-personil yang mampu dan
terampil, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan
administrasi pemerintahan desa dengan baik, terarah dan
sesuai serta seimbang dengan laju perputaran roda peme-
rintahan dari atas sampai ke bawah.

Sebanding dengan beratnya beban tugas yang dihada-
pi oleh pemerintah desa, maka Undang-undang Nomor 5 Ta -
hun 1979 menekankan perlunya persyaratan tertentu' yang
harus dipenuhi terutama oleh Kepala Desa, antara lain
adalah pendidikan minimal sekurang-kurangnya berijazah
Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan sederajat
dengan itu.

Personil pemerintahan Desa Lagasa sebagail pendu-
kung pelaksanaan administrasi pemerintahannya disesuai-
kan dengan kondisi dan kebutuhan serta tetap berpedoman
pada Undang-undang Nomor 5 Téhun,1979, yang terdiri dari
pada |

1. Kepala Desa Lagasa.
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2 Sekerfaris Desa Lagasa,

5. Kepala-kepala Urusan sebanyszk 5 (lima) kepala urusan.
4. Kepala-kepala Dusun sebanyak 5 (lima) kepala dusun.
5. Kepala-kepala RK sebanyak 10 (sepuluh) kepala RK.

Melihat jumlah personil pendukung pemerintahan De-
se Lagasa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan -
nya, maka dari segi kuantitatif dapat dikatakan telah
memadai. Namun jika ditinjau dari segi kualitatif dari -
pada kemampuan personil-personil tersebut sebzhagian be-
sar dapat dikatakan belum mampu memberikan prospek masa
depan yang cerah dalam menunjang daripada pelaksanaan
administrasi pemerintahan Desa Lagasa.

Keadaan tersebut disebabkan oleh latar belakang
pendidikan yamg dimiliki oleh sebahagian besar perso -
nil pendukung tersebut masih sangat minim, utamanya Se-
kertaris Desa dan Kepala-kepala Dusun serta Kepala-kepa-
la Rukun Kampung (RK). Hal ini merupakan kendala pokok
yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas yang diemban, baik tugas peme-
rintshan maupun tugas pembangunan,

Untuk itu kiranya perlu dilakukan usaha-usaha un-
tuk meningkatkan keterampilan setiap personil, sehingga
mampu dan dapat diandalkan dalam menelaah dan mengkaji
setiap permasalahan yang dihadapi guna memperlancar pe-

laksanaan administrasi pemerintahan desa dalam rangka
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Menunjang pelaksanaan pembangunan. Usa asini, misglnya
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n - latihan

dengan jalan memberikan pendidikan dan
tentang berbagai orientasi baru terutama teknik - teknik
pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik.

Adapun keadaan pendidikan personil pemerintshan
Desa Lagesa, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5
KEADAAN PENDIDIKAN PERSONIL PEMERINTAHAN
DESA LAGASA TAHUN 1990

No.,] N a m g2 Umur| Pendidikan Jabatan
(Th)| Personil
1.l La Ode Hariki 47 |Tamat SILTA Kepala Desa
2.,/Abidin 33 |Tamat SD Sek. Desa
3./]Ngaing 39 |Tidak Tamat SD|Kepala Dusun
4./Sulung 42 |Tamat SR Kepala Dusun
5.]Aking 33 |Tamat SD Kepala Dusun
6.[S 1 b a 40 |Tidak Tamat SD|Kepala Dusun
T.fduding: 29 |[Tamat SD Kepala Dusun
8./|S e h a 35 |Tamat SLTP Kepala Urusan
9.|Maman. S 25 |Tamat SLTP Kepala Urusan
10.|Nzhatia 28 |Tamat SLTP Kepala Urusan
11.[Rusdin Olo 30 |Tamat SLTP Kepala Urusan
12.|Suriati 27 |Tamat SLTP Kepala Urusan
La | v vasmvssan F .. |[Tidak Tamat SD|Semua Kep. RK

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990.




BAB. V
KESTMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan,

1.

4,

Pelaksanaan administrasi pemerintahan yang dilakuken
oleh Pemerintah Desa Lagasa secara umum telah dapat
menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebab-
kan oleﬁ pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
baik administrasi umum, administrasi kependudukan,
maupun pelaksanaan administrasi keuangan desanya di-
laksanakan secara baik dan terarah,

Kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya
merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan, se-
bab kegiatan pemerintahan senantiasa berorientasi
kepada pelaksanaan pembangunan.

Walaupun pelaksansan pembangunan di Desa Lagasa te-
lah dapat berjalan dengan baik, akan tetapi masih di
temukan adanya hambatan-hambatan yang sifatnya dapat
mengganjal kelancaran pembangunan, seperti kurangnya
buku-buku administrasi pemerintahan desa dan perala-
tan kantor yang memadai serta rendahnya tingkat pen-
didikan dari beberapa personil pendukung administra-
si pemerintahan desanya.

Kegiatan pembangunan yang dilsksanakan oleh Pemerin-
tah Desa Lagasa mendapat respon yang positif diteng-

ah-tengah masyarakatnya. Keadaan ini sangatlah dibu-

N—
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tuhken dalam erz pembangunan dewasa ini, karena akan
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan
aktif dalam pelzksanaan pembangunan,

5. Keterlibatan pemerintah selaku motivator dan masya -
rakat baik sebagi obyek maupun selaku subyek daripa-
da pembangunan, merupakan syarat mutlek dalsm rangka
melaksanakan pembangunan.

B, Saran-saran.

1. Untuk lebih meningkatkan peranan administrasi peme-
rintahan desa dalam menunjang pembangunan, perlu di-
barengi dengan penyedisan bukw-buku'yang menyangkut
édministrasi pemerintahan desa den perslatan perkan-
toran yang memadai serta peningkatan keterampilan
den kemampuan personilnya. Begitu pula kiranys deng-
an Pemerintah Desa Lagasa dan Pemerintah Desa lain-
nya di Indonesia perlu dilakuken peningkatan misal -
nya dengan melalui progrsm bantuan pembangunan dipe=-
desazn serta dilakukan latihan-latihan dan pendidik-
an kepada setiap personil.

2. Untuk lebih memantapkan pelaksansan pembangunan ki-
ranya perlu diusahakan adanya keterpaduan program
pembangunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah
Kabupaten Daersh Tingkat II maupun dengan Pemerin -
tah Kecamatan selaku atasan langsung Pemerintah Desa

maupun dengan Instansi terkait lainnya.
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3. Untuk lebih mengefektifkan peranan pemerintah desa
dalam melaksanakan tugas pemerintszhan dan pembangunan
perlu adanya peningkatan dana pembangunan baik yang
beraszl dari Pemerintah Daerzh mazupun dari Pemerintah
Pusat. Selain itu perlu pula dilszkukan latihan-latih-
an kepada personil pemerintahan desa yang dilakukan

secara berkela dan berkesinambungan.
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PEMERINTAE KABUPATEN DAERAHE TK.II MUNA
EECAMATAN KATOBU
DESA LAGASA
EETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA
DESA LAGASA PADA RAPAT LEMBAGA MUSYAVARAE
DESA ( LMD ) DESA LAGASA KECAMATAN KATOBU
EABUPATEN DAERAE TINGKAT II MUNZ TANGGAL
31 MARET 1990

Bismillahir Rakhmanir Rakhim

Yth. Bapak EKepala Wilayah Kecamatan Katobu
Yth. Bapak-bapak Anggota Tripika Kecamatan EKatobu
Yth. Ibu Ketuz Team Penggerak PKK Kecamatan EKatobu
Yth. Szudara-saudara Anggota LMD, LEKMD se Desa Lagasa
Yth. Ibu Ketua Team Penggerak PEKEK Desa Lagasa beserta ang-

gota.

Serta para hadirin yang sama saya hormati
Asselamu Alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allak SWT ka-
rena atas segala limpahan rakhmat taufiq dan hidayzh-Nyz,
sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan la -
hir bathin untuk bersama-sama ditempat ini menghadiri aca-
ra penyampzian keterangzsn pertanggung Jjawaban Kepala Desa
kepada Lembaga Musyawarah Desa Lagasa yang sekaligus di -
rangkaikan dengan acara penutupan kegiatan Bulan Bakti
LE¥MD tahun 1989/1%90.
Keterangan Pertanggung Jawaban yang disampaikan Kepala De-
sa Lagasa kepada LMD adalzh berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.4 tahun 1984 pasal (3) sub (c) point 11
yazkni Eepzla Desa setiap akhir tahun anggaran diwajibkan
menyampaikan keterangan pertanggung jawaban kepada LMD.
Selain itu juga dalam pedoman teknis tata cara rapat LMD
disebutkan bahwa rapat LMD diadakan sekurang-kurangnya sa-
tu kali satu tahun yakni dalam hal pemberian keterangan




pertanggung jawaban Kepala Desa.

Oleh karenz itu dengan berakhirnya tazhun znggaran 198%/1°990
maka pada hari ini tepat tanggael 31 lMaret 1990 kami menyam-
paikan keterangan pertanggung jawaban.

Bapak Kepala Wilayazh Eecamaztan Eatobu bersama Tripika serta
selurvh hadirin yang saya hormati.

Kita telah dapat menyelesaikan berbagai tugzs yang menyang-
kut pelaksznaan Pemerintazhan Desa dengan bazik dan menggem -
biraken dimana hal ini terbukti bahwa Desz Lagasa berhasil
meraih juzrz II dazlam lombz desa sesulawesl tenggara, se -
hingga Pekan Orientasi LMD Tingkat Propinsi Sulawesi Teng -
gara tanggal 10 Pebruari 1990 dipusatkan di Desz Lagasa.
Akan tetapi dibalik berbagai hasil yang dicapai selama ini
masih terbentang sederetan tugas dan tanggung jawab yang
perlu diselesaikan den ditengani dengan sebaik-baiknya. Da-
lam rangka menyosong era lepas landas Pembangunan Nasional
dimanz Desa sebagai basis pembangunan, makz pembangunan di
Desa Lagasa terus dipacu dan lebih ditingkatkan melalui te-
robosan-terobosan yang lebik terarah dan terpadu dalam pe -
lzksanaannya.

Dengan dicanangkannya strategi dan pendekatan pembangunan
pedesaan terpadu GERSAMATA di Propinsi Sulawesi Tenggara
yang secara operasional dirumuskan dalam sistem gotong ro -
yong semakin memberikan gambaran yang nyztia dalam upaya me-
wujudkan tujuan pembangunan.

Bapak Kepala Wilayah Eecamatan Katobu bersama Tripikanya,
saudara-szudara anggota LMD, LEND serta seluruh hadirin
yang saya hormati.

Untuk lebih memperjelas keterangan pertanggung jawaban yang
akan kami sampaikan dalam tzhun kerja 1989/19390 maka siste-
matika penyajiannya disusun berdasarkan Pedoman Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 yaitu sebagai beri-
kut :
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PENDAHULUAN

PENYELENGGARAAR URUSAN PEMERINTAHAN

PELAESANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEU-
:NGAN DESA ( APPED ) YANG MELIPUTI :

1. ANGGARAN RUTIK

2. ANGGARAN PENBANGURAN

PENUTUP

£d.1. Pendahul usan.

Sebelum memasuki materi keterangan pertanggung
jawaban, maka izinkanlah terlebih dahulu membacakan
riwayat singkat keberadaan Desz Lagasa di wilayzah
Kecamatan EKatobu.

Berdasarkan Keputusan DPRD Tk.II Nuna No.10/
DPRD/¥ /€4 tanggal 186 Maret 1964 serta Keputusan Gu -
bernur EKepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 2€ tahun 1965, Desa Lagasa telah dite-
tapkan sebagzi Desa yang defenitif. Pada saat itu De-
sa ini berkedudukan di Tobea Kecamatan Tongkuno.

Lkan tetzapi akibat Restelemen Desa tahun 196°¢
renduduk Desaz ini dan Desz Cndoke yang berada di wi -
layzh Eecamatan Tongkuno dipindabkkan di Motewe dan
Sidodadi wilayak Kecamztan Katobu.

Dalam tahun 1977 sesuai dengan program Pemerin-
tah Daerah Tingkat II Muna, dimana penduduk yang ber-
tempat tinggal di pantai timur Pasar Senteral Rzha
dipindahkan dibagian selatan kota Raha. Penduduk yang
dipindahkan tersebut berjumlah 178 EK dengan jumlakh
jiwa kurang lebih 700 orang. Berdasarkan jumlah ter -
sebut telah memenuhi syarat untuk dibentuk men jadi
satu Desa, maka dengan berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tk.II Muna No.85/EDNM/T78 secara
resmi menjadi sebuah desa dan diberi nama Desa Lagasa

karena nama Desa tersebut sudah defenitif.




Dengan dikukuhkannya berdasarkan Surat Eeputusan Bu -
pati Eepala Daerah Tk.II Nune tersebut, sampai saat
ini Pemerintakh Desa Lagasa dan segenap lapisan masyza-
rekatnya telzh melaksanakan berbagai upayz untuk me -
macu pecbangunan desanya. Upaya tersebut mencerminkan
dinamika masyarakat yang ingin maju dan berkembang.

Dalem rangkes mewujudkan perkembangan dan pe -
ningkatan yang ciharapkan, maka Pemerintzh Desa perlu
dilengkapi dengan prangkat-prangkat yang mampu dan
fasilitas-fasiltas pendukung yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas, fungsi dan kewzjibannya secara
berdayaguna dan berhasilgunaz.

Oleh karenz itu mekzs pada awal Pelita IV Feme -
rintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara
telah mencanangkan strategi dan pendekatan pembangun-
an desa secara terpadu yaitu Gerakan Desa Maknur Me -
rata. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memacu pem -
bangunan desa dan masyarakatnya agar mampu menyeleng-
garakan rumeh tangganya sendiri dalam arti mampu mem-
biayai kegiatan rutin dan pembangunan serta pelayanan
kepada masyarzazkatnya.

Untuk dazpat menyelenggarakan tugas-tugas terse-
but, seorang Eepzlaz Desa mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan berbagail kegiatan demi terwujudnyz ter -
tib pemerintahan desa. Salzh satu kewzjiban bagi se -
orang Kepala Desa adalah memberikan Keterangan Per -
tanggung Jaweban Kepada Lembaga Musyawarah Desa. Hal
ini pentiing sekali artinya mengingat LMD sebagai pen-
cerminan daripada aspirasi masyarakat perlu mengikuti
dan mengetahui seluruh rangkaian kegiatan Pemerintah-
an dan Pembangunan di Desanya.

Dengan demikian seorang Eepala Desa akan lebih
berhati-hati dalam menjalankan segala tugas, fungsi




Ad.2.

dan kewajiban yang dipercayakan kepzdanyz dan senan -
tiasa mengikuti segelz hasil keputusan desa dengan
sebaik-baiknya. Mekanisme seperti ini dimeksudkan

agar masyarakat desz melalui usul-usulnya di LMD da -
pat mengikuti dan mengetahui lansung kegiatan-kegiat-

an yang berlansung.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
1. Keadaan Desa.

(a).

(v).

(c).

(e).

Geografi

Desa Lagasa terletak disebelah selatan Ibuko-
ta Kabupaten yang jaraknya kurang iebih 5 KM,
dengan batas-batas wilayah sebzgai berikut
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurzhan
Palangga dan Kelurzhan Rzha I.

Sebelah Timur dengan Selst Buton.

Sebelah Selatan dengan Kelurahan Wapunto.

- Sebelah Barat dengan Kelurahan Wapunto.
Luas Wilayzh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupzti Kepala Da-
erah Tingkat II Muna, luas wilaysh Desa Laga-
ca berkisar 250 Ha atau 25 Kii2.

Jumlalh Penduduk

Penduduk Desz Lagasa dalam tahun 1990 berjum-
lah 1.475 jiwa yang terdiri atas laki-lzki
715 Jjiwe dan T60 jiwa weanita.

Mata Pencaharian

Mata pencazharian penduduk Desa Lagasa 99,5 %
adelah nelayan dan 0,5 % adalah pegawai, pe -
dagang/jual-jualan.

Perhubungan

Perhubungan darzt yang menghubungkan Desz La-
gasa dengan wilayah-wilayah lainnya padz umum
nyza sudah berjalan dengan lancar karena sara-
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na perhubungan darat sudah memadai.
Kezmanan dan Ketertiban Masyarakat.

Ilasalah keamanan dan ketertiban masyarakat
dapat kami katakan cukup baik bila dibandingkan
dengan desa-desa lainnya. Namun kami akui pula
bahwa di desa ini masih sering terjadi kekacauan
kecil yang dilakukan oleh kalangan generasi muda,
akan tetapi berkat kesadaran dari semua pihak hal
ini selalu depat teratasi dengan baik.
Politilk,

Masalah politik di Desa Lagasa ini kami da -
pat katakan cukup stabil, dengan kenyatzan menun -
jukkan tidek terdapatnya warga masyarakat yang
terlibat dalam G.30.S/PKI. Namun sering pula ter -
jadi permainan politik yang dilzkukan oleh oknum -
oknum tertentu, akan tetapi hal ini merupakan sus-
tu hal yang wajar dan kami anggap baik, karena
dengan permzinan politik yang sehat mengingatkan
kepada kami akan kekeliruan-kekeliruan dalar me -
laksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

. Sosial Budaya dan Spritual.

Pada umumnyz masyarakat desa Lagasa ini ber-
ageme Islam. Oleh karena itu melalui kesempatan
ini kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama di
Desa Lagasa ini untuk selalu membina kegiatan ke -
agamaan karena hal ini mempunyai peranan yang pen-
ting khususnyza dalam membina generasi muda sebagai
pelanjut perjuangan bangsa dan pelanjut pembangun-
&n.,

Pemerintazhpun dalam uszhameningkatkan kehi -
dupan keagemaan ini senantiasa dibarengi dengan
uszha-usaha pembangunan saran keagamaan. Salah sa-
tu bukti di Desa Lagasa ini tahun kerja 1989/1990




mendapatkan danz bantuan Pemerintah Daerah Kzbu -
paten Muna sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu
rupiah) untuk rehezbilitasi mesjia.

5. Bidang Ekonomi.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Lagasa da -
lam tahun 1989/1990 khususnya kebutuhan 9 (sembil-
lan) bahan pokok berjzlan stabil.

Ad.3. Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran EKeu -
angan Desaza (APPED).

Untuk mengetahui tentang anggaran penerimaan
dan pengeluaran keuangan desa azkan kami jelaskan da -
lam keterangan pertanggung jawaban kami dalam pelak -
sanaan APPED untuk tahun anggaran 1989/1990, vaitu :

- Rencana Penerimazan Rutin sebeszr Rp.3.°237.000

- Rencana Penerimzan Pembangunan sebesar

Rp.4.550.000,~-
Untuk lebih memperjelas tentang rencana nenerimaan
dan rezlisasi penerimaan kami uraikan menurut pos-pos
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.5
tahun 1979 yaitu sebagai berikut :
A. ANGGARAN RUTIN

No. Kode| DNo. Rencana Penerimaan Realisasi
POS Urut | Uraian Rencanz Peneri- | Penerimaan
maan tiap jenis penda- ( Rp )
patan Desa.
I. : {8 Sisa kurang vperhitung- -

an tzhun lalu dan ang-
garan tahun lalu.

) 1 = Penerimaan dari Gae = | 1.670.000,-
R_'D.2.040.000,—
D Penerimezan dari Unit 180.000, -
Penyelam=Rp.360.000,-
‘. Penerimzan dari Unit 160.000,~

Nelayan Rp.30£.000,-




No. Kode No

Realisesi

Rencana Penerimzan

POS Urutl -Uraian Rencana Peneri-

maan tiap jenis penda-
patan Desa.

Penerimean
{ Rp )

III T

Iv 8'

Penerimaan dari pengkap-
lingan tanah Rp.150.000.

Penerimean dari jasa
pantai = 125.000,-

Penerimaan dari Pemerin-
tah = Rp.714.000,-

Penerimaan dari Femdz
Tingkat 1 = Rp. -

Penerimazn dari FPemda
Tingkat II = Rp. =

Lain-lain Pendapatan

Desz yang syah menurut

peraturan yang berlaku

antara lain :

- Penerimzan Uang Leges
Rp.50.000, -~

- Penerimzan dari masya-
rakat tenage kuat/pa -
jek rodi Rp.193.000,-

150.000, -

714.000,-
250.000, -

1.950.000,-

28.000,-
180 .OOO,-

;J umlah

Rp. 3.938.000,-

50072 -OOO,"

Jika kita lihat rencana penerimazan sejumlah
Rp.3.938.000, sedang realisasi penerimzan Rp.5.072.
000 {limz juta tujuh puluh dua ribu rupizh) meka le-

bih besar realisasi penerimaan daripads rencana pe -
ini dizkibatkan bantuan dari Pemerin -

nerimean, Hal

teh Daerah Tingkat I dan bantuan Daerah Tingkat II
tidak diprogramkan dzlam penetapan APPED tahun 1989/

1990.

Adapun penggunaan daripada uang tersebut perlu
pula kami laporkan pada kesempatan ini, dan kami
uraikan pula menurut pos-pos pengeluarannya yaitu
sebagai berikut




KNo.
POS

Kode

Jenis-jenis penge-
luaran.

Jumlah
( Rp )

I

II

i g |

IV

LB ¢

VII

AW
-

w

ise kurang perhitungan
nggaran tahun lalu.
em
ep

)

£

bayzran tunjangan
ela Desz dan Prang -
kat Desa { Sekertaris
Desa dan EKepala-kepala
Urusan ).

Pembelanjzan untuk ke -
lengkepan fasilitas
perkantoran.

Bizyz Rehabilitasi Kan-
tor Desz dan Balai Fer-
temuan.

Biaya Perjalanan Dinas
Kepzla Desa dan EKetus
Team Penggerak PEKK Desza
lagasa mengikuti rapat
¥erja di Kecamatan La -
dongi Kabupaten EKolake.

Pembelian Pakaian Dinas
Sekertaris Desz dan Ee-
pala-kepala Urusan.

=i

Biaya Lezin-lain :

a. Biaya Tamu Dessa

b. Biaya Peserta MTCQC

c. Upah kerja pember -~
sihan tempat-tempat
Pemerintah Dessz.

184.

2.900.

N
AN

€ N e

1€0.

400.
225.
150.

575
000

000

000

000
425
000

Jd u m 1 &a

h

5.072.

000

B. ANGGARAN

PEMBANGUNAN

>
NOo.

POS

Kode

Fo.
Urut

Uraian Rencanza Peneri-
maan.

Realisasi
Penerimzan

( Rp

)

11

Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu=Zxp.

Penerimaan dari swadayz
untuk bangunan tanggul

2000.000,-

Py W




No. Kode|] No. Jenis Rencana Peneri- Rezlisasi

FOS Urut mesn. Penerimaan
{ Rp )
3 Penerimaan Swadaya 350 .000

Rehzbilitasi Mesjid
Rpo1 -675-000,"“

TIT 4. Fenerimean Bantuan 1.500:000.
deri Pemerintzah Pu-
sat/Subsidi Desa =
Rpo10500t000,- ;

|

IV ' 5. Hantuan dari Peme- 1 <950..800,
rintah Daerah Tk.II
Rp. =

' 6. Penerimzan dari Pe- 250.000. |

merintah Daerah
Tingkat I = Rp. -

J u m 1 a2 HRp.4.200.000,- 4.550.000.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang rencana
penerimaan dan realisasi penerimaan, make jelas kepa-
da kite bzhwa rencena penerimazan yang tidak tereali -
sir berjumlah Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu
rupiah ). Jika seandesinyz swadaya pembangunan tanggul
dan rehzbilitasi mesjid dapat dicapai sesuai dengan
rencana maka Penerimezan Anggaran Pembangunan melam -
praui target. Hal ini terjadi sebagai akibat terjadi -
nya penerimazn yang tidek ditetapkan dalam RAPPED ta-
hun 1989/1990.

Penutup.

Bapak Eepzla VWilayzh Kecamatan Katobu, Bapzk
Tripika, Eetuz Team Penggerak PEKK Kecamatan Katobu,
Saudara anggota LMD, LKMD serta para hadirin yang sa-
ma saya hormati.

Demikianlah Keterangan Fertanggung Jawaban yang
kami sampaikan untuk tazhun kerja 1989/1990. Segala
upaya yang dilakukan selama ini sedikii banyaxnyz te-




lah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun
harus diakui bzhwa perjalanan mengantar masyarakat
menjemput masa depan yang lebih cerzh masih memerlu-
kan perjuangan yang berat dan panjang.

fkhirnya melalui rapat Lembagz Musyawarzh Desz
ini saya mengajak seluruk anggota LMD, LKMD, Pimpin-
an-pimpinan organisasi kemesyarakztan, Tokoh-tokoh
masyarakat dan seluruh warga masyarakat untuk terus
meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah terjzlin
selama ini, seling membina dan memelihara kekompakan
demi kepentingan dan peningkatan kesehjateraan selu-
ruh measyarakat di Desa Lagasz.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati perju -
angan kita dalam mengantar masyarzkat kepintu ger -
bang kesehjateraan masyarskat adil dan makmur merate
materil dan sprituil berdasarkan Pancaesila dan Un -
dang-undang Dasar 1945.

ftas kehadiran dan kesabaran dari bapak-baﬁak
serta para hadirin dalam mengikuti Keterangan Per -
tanggung Jawaban Kepala Desa Lagasa, kami ucapkan
banyak terima kasih.

Wabillaehi Taufig Walhidayah
Wesselam Alaikum Warakhmatullahi Wabérakathu
Kepala Desa Lagasa
ttad

LA ODE EARIKI
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